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PUTUSAN
Nomor 18/PID.SUS.TPK/2020/PT SMG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi
pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tertera dalam

perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap :  SUHENDRAWAN, MPD Bin HAMZAH
Tempat lahir . Tegal

Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 05 September 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan . Suku Jawa / Indonesia.

/Kewarganegaraan

Tempat tinggal . Ds. Ketileng, Rt. 01 Rw. 02, Kec. Kramat,

Kab. Tegalatau Ds. Munjungagung Rt. 03 /
03 Kec. Kramat Kab. Tegal.

Agama : Islam.
Pekerjaan . Karyawan Swasta.
Pendidikan . S-2.

Terdakwa ditahan oleh :
1. Penyidik tidak ditahan;

2. Penuntut Umum Sejak tanggal sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai
dengan tanggal 11 Februari 2020;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Semarang Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12
Maret 2020;

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Semarang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17
Maret 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Semarang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei
2020;

6. Perpanjangan Penahanan Ke 1 ( satu ) oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan
tanggal 15 Juni 2020;

7. Perpanjangan ke 2 ( dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
Semarang sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli
2020;
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8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak
tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal

7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang
bernama Putra Fajar Sunjaya, S.H., C.L.A dan kawan-kawan adalah Advokat
pada Badan Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila
(PP) Kabupaten Tegal yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 99
RT 001 RW 003 Dukuh salam — Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Juli 2020 di bawah
register No 329 /PID./K/KH/2020/PN SMG.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :
Telah membaca:
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Agustus 2020 Nomor
18/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus-
TPK/2020/PN Smg tanggal 1 Juli 2020 dan surat - surat yang bersangkutan

dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor Register Perkara:
PDS-02/SLWI1/01/2020 tertanggal 30 Januari 2020 , Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersama-sama
dengan SISWIANTI, S,Pd Binti MAS’UD (berkas penuntutan terpisah), pada
bulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun
2016/ 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017
bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya
di suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang,

Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
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melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara , yang dilakukan oleh terdakwa

dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat Mandiri Perdesaan
(PNPM-Mandiri Pedesaan) Kec. Kramat Kab. Tegal menggunakan anggaran
yang bersumber dari APBN dan sharing APBD Kab. Tegal dengan
Prosentase 95% dana APBN serta 5% APBD Kabupaten Tegal. Adapun yang
dibiayai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PNPM)-
Mandiri Perdesaan adalah sarana prasarana atau fifik, peningkatan
kapasitas masyarakat, simpan pinjam serta yang menjadi sasaran Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tersebut meliputi kelompok
masyarakat miskin pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan dan
kelembagaan pemerintah lokal.

- Terdakwa Suhendrawan mengenal Sdri. Siswianti (berkas penuntutan
terpisah) sekitar pada tahun 2009, kemudian sekitar awal tahun 2016 Sdri.
Siswianti datang ke rumah terdakwa Suhendrawan yang berada di
Munjungagung, ketika bertemu Sdri. Siswianti meminta atau menyuruh
terdakwa Suhendrawan untuk mencarikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga
yang Aspal (Asli tapi palsu) serta jaminan/covernote/akta kenotarian sebagai
formalitas yang kegunaan untuk pencairan dana di Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kramat
Kab. Tegal dengan imbalan/upah setiap 1 (satu) pembuatan jaminan Aspal
(Asli tapi palsu) tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
namun pada saat itu terdakwa Suhendrawan meminta waktu untuk berfikir,
Setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Suhendrawan bertemu kembali
dengan Sdri. Siswianti di Paud Nabila milik Sdri. Siswianti yang berada di
Padaharja dan pada saat tersebut terdakwa Suhendrawan menyanggupi
permintaan Sdri Siswianti tersebut.

- Adapun tugas-tugas terdakwa Suhendrawan yang diminta atau disuruh
Sdri Siswianti tersebut, antara lain ;

a. Mencarikan Nasabah

b. Mencarikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga.

c. Menyerahkan soft copy covernote berupa plashdisk.

d. Menyerahkan format akta kenotariatan berupa soft copy.

e

. Mescan sertifikat dan di simpan di dalam flashdisk.

Selanjutnya terdakwa Suhendrawan mengambil fotocopy KTP dan Kartu

Keluarga dari sisa-sisa berkas pengajuan kredit dari koperasi MBS (Mitra
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Berkarya Sejahtera) dimana pada saat itu tempat terdakwa Suhendrawan
bekerja, tetapi koperasi tersebut telah tutup sejak tahun 2015. Pada waktu
itu berkas-berkas lama berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga tersebut di
simpan di dalam plastik plastik karena akan dibuang, sedangkan untuk
jaminan berupa covernote/akta kenotariatan seperti akta jual beli, covernote,
akta pembagian hak bersama itu terdakwa Suhendrawan serahkan softcopy
yang kemudian di edit kembali oleh Sdri. Siswianti di kantornya, dan ada
juga terdakwa serahkan berupa jaminan Aspal (asli tapi palsu) yang sudah di
print.

- Bahwa terdakwa Suhendrawan telah membuat jaminan Aspal (asli tapi
palsu) baik berupa sertifikat maupun covernote sekitar 102 (seratus dua)
berkas, yang semuanya berkas tersebut hasil karang-karangan terdakwa
sendiri dan ada sebagian dicetak bersama Sdri. Siswianti. Adapun berkas-

berkas aplikasi peminjaman personal loan tersebut antara lain :

No Tgl Realisasi Alokasi Ket
No Nama Alamat Terdiri dari L Pinjaman
Reg Pinjaman (Rp)
1 14 ROPIAH Plumbungan SHM 00526 An 12-02-2016 12.000.000,- Tidak
RT 5/1 ROPIAH tahu asal
usul nya
2 15 RRWOROH | M. Barat RT | HBG 2820/2661 15-02-2016 15.000.000,- Palsu
3/16
3 17 SUKESIH Jati bogor | SHM No 1156 An 18-02-2016 16.000.000,- Palsu
RT 3/1 Supardi
4 21 SITI Munjung CN 24-02-2016 20.000.000,- Palsu
RAHAYU agung RT | 661/NOT/I/2016
4/1 (NtrsKojali)  dan
BPKB No. I-
00959147,
No.Pol. G-3061-
FJ, Merk Jialing,
Type JH 200,
SPM RodaTiga
5 34 WAKHIDIN Bangungalih | CN 10-03-2016 15.000.000,- Palsu
RT 7/2 973/Not/X/2016
(Ntrs Kojali)
6 38 DARYATI Mangunsare | AJB Yasan C 14-03-2016 15.000.000,- Tidak
n RT 5/1 105.P.13/D.II tahu/ asli
7 42 NUR Munjungagu | APHB  599/2015 30-03-2016 20.000.000,- Tidak
DALIMAH ng RT 4/3 (PPATS Tarub) tahu/ asli
(An Khutaepah)
8 46 CAYONO Kertayasa Fc SHM 588 An 11-04-2016 15.000.000,- Palsu
RT 2/3 Taswi
9 52 SARJITO Debong RT | CN 14-04-2016 16.000.000,- Palsu
1/1 799/Not/V1/2016
(Ntrs Kojali)
10 56 ENDAH Maribaya RT | AJB 26-04-2016 17.000.000,- Palsu
SUNARTI 5/3 232/Kramat/2016
(PPATS)
11 58 ROKHYATI Bumiharja AH 26-04-2016 16.000.000,- Palsu
RT 7/1 245/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
12 62 ROSUL Kaliksoka RT | CN 11/Not/1/2017 12-05-2016 50.000.000,- Palsu
HUDA 2/6 (Ntrs M. Taufik)
13 64 DARMOYO Pekauman AJB 20-05-2016 30.000.000,- Asli /
RT 2/1 432/IBW/XI1/2013 bukandar
i saya
14 66 YULL. S M. Barat RT | CN 12/Not//2017 20-05-2016 50.000.000,- Palsu
4/3 (Ntrs M. Taufik)
15 67 NIRWANA M. Timur RT | AH 20-05-2016 26.000.000,- Palsu
2/2 950/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
16 68 RINI Bongkok RT | AH 20-05-2016 26.000.000,- Palsu
SUPRAPTI 1/3 923/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
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17 70 SUKIRMAN Bumiharja AJB 26-05-2016 26.000.000,- Palsu
RT 3/1 517/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
18 74 TASRIPIN Kademangan | AJB 06-06-2016 15.000.000,- Palsu
RT 4/1 125/Dukuhturi/201
6 (PPATS Kramat)
19 78 MUBAEDAH | Mangunsare | AH 13-06-2016 13.000.000,- Palsu
n RT 6/1 530/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
20 79 FERISTIANI Mindaka RT | AJB 17-06-2016 15.000.000,- Palsu
2/2 787/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
21 80 KOMARIYAH | Kalijambe CN 21-06-2016 17.000.000,- Palsu
RT 2/2 896/Not/VI11/2016
(Ntrs Kojali)
22 81 TUTI Munjung SHM No 1451 an 21-06-2016 50.000.000,- Palsu /
NINGSIH agung RT% | WAINAH Sertifikat
tanah
buatan
saya /
scan
23 82 SITIAMINAH | Munjung SHM 155 An 29-06-2016 50.000.000,- | SHM Asli
agung RT | Yasin / tidak
2/2 tahu
bukan
dari saya
24 83 KUSWATI Munjung CN 12-07-2016 15.000.000,- Palsu
agung RT | 896/Not/VIII/2016
15/2 (Ntrs Kojali)
25 84 MAHROJAH | Jatilawang AH 13-07-2016 16.000.000,- Palsu
RT 2/2 361/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
26 85 LUTFIYANA Kademangan | AJB  412/Dukuh 14-07-2016 18.000.000,- Palsu
H RT 3/1 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
27 86 SRI Bandasari AJB  213/Dukuh 19-07-2016 15.000.000,- Palsu
HERWATI RT 12/2 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
28 87 ALI KASMUI Mangun Fc AH 331/2016 19-07-2016 15.000.000,- Tidak
saren RT 6/1 | (PPATS Tarub) tahu
29 91 SRI UTAMI Munjung AH 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
agung RT | 672/Kramat/2016
4/2 (PPATS Kramat)
30 92 DIANA Munjung AJB 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
agung RT | 671/Kramat/2016
4/4 (PPATS Kramat)
31 93 RATNA Dampyak RT | AJB 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
LESTARI 2/6 669/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
32 94 NINING Bulakwaru AH 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
HARTINI 71 433/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
33 95 IDAROYANI | Kalijambe AJB 11-08-2016 15.000.000,- Palsu
RT 3/2 325/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
34 96 JAETUN M. Timur RT | AJB 15-08-2016 15.000.000,- Palsu
5/6 221/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
35 97 ELIYANA Bumi  harja | AJB 18-08-2016 15.000.000,- Palsu
RT 3/1 337/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
36 98 DEWI MAYA Klaijambe AJB 22-08-2016 20.000.000,- Palsu
RT 3/1 333/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
37 99 PUJI M. Barat RT | AJB 22-08-2016 20.000.000,- Palsu
WULANDAR | 3/5 301/KRAMAT/201
| 6 (PPATS Kramat)
38 100 | WARSITI Bumi  harja | AJB 29-08-2016 20.000.000,- Palsu
RT 5/2 342/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
39 101 | TARJONO Siti  Roisah | AJB 29-08-2016 18.000.000,- Palsu
RT 3/5 543/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
dan Surat
Pernyataany bs
tgl 22 Agustus
2017 tidak pernah
pinjam di UPK
Kramat
40 102 | RIRIUTARI Kesadikahan | AJB 29-08-2016 20.000.000,- Palsu
RT 5/1 341/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
41 103 RASTI Kramat RT | AJB 29-08-2016 17.000.000,- Palsu
6/2 473/Kramat/2016
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(PPATS Kramat)
42 105 | MUNAWAR Kalijambe AJB 13-09-2016 15.000.000,- Palsu
OH RT 6/1 391/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
43 106 RISYANTO Dampyak RT | Fc AJB 13-09-2016 15.000.000,- Palsu
Ya 548/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
44 108 | TOATI Munjung AJB 16-06-2016 15.000.000,- Palsu
agung RT ¥ 680/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
45 109 NOK DEMI Bongkok 4/1 AJB 20-09-2016 15.000.000,- Palsu
391/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
46 110 | SALAMAH Jatilawang AH 20-09-2016 17.000.000,- Palsu
3/5 386/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
47 111 SAODAH Mej Timur | AJB 20-09-2016 17.000.000,- Palsu
5/3 603/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
48 114 TASRIP Mej Timur | AJB 27-09-2016 17.000.000,- Palsu
5/3 604/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
49 115 | SUTRI Damyak 2/6 AJB 27-09-2016 17.000.000,- Palsu
552/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
50 116 NOVITA Mej Timur | AH 27-09-2016 16.000.000,- Palsu
SARI 6/2 607/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
51 117 KUSNAENI Dampyak 1/1 | AJB 27-09-2016 15.500.000,- Palsu
551/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
52 118 | MURITNO Mangunsara | AJB 07-10-2016 18.000.000,- Palsu
n 6/1 401/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
53 119 SIGIT Mindaka % AJB 07-10-2016 17.000.000,- Palsu
BUDIONO 407/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
54 121 | SITI Gembongda | AJB 14-10-2016 16.500.000,- Palsu
AFIFATULM | di10/4 78/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
55 122 S. KAMILA Cangkring AJB 81/Tlg/2016 14-10-2016 19.000.000,- Palsu
W 6/2 (Ntrs M. Taufik)
56 123 NURAENI Dukuhwaru AJB 18-10-2016 15.000.000,- Palsu
5/10 90/Dkhwr/2016
(Ntrs M. Taufik)
57 124 | SITIAZIZAH | Pacul 2/3 AJB 92/Tlg/2016 21-10-2016 15.000.000.,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
58 125 WARIAH Jatibogor %2 AJB 21-10-2016 15.000.000,- Palsu
91/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
59 127 | SULTONI Bulakwaru CN 27-10-2016 10.000.000,- Akta
3/1 55/NOT/XI1/2016 notaris
(Ntrs M. Taufik) nya
Palsu/
sudah di
proses
BPN
60 128 | MATISNIAT | Pesayangan | AJB 86/Tlg/2016 28-10-2017 15.000.000,- Palsu
17/4 (Ntrs M. Taufik)
61 129 SURIPTO Kertayasa AJB 87/TLG/2016 28-10-2017 15.000.000,- Palsu
714 (Ntrs M. Taufik)
62 130 | DRAJAT Kertayasa AJB 85/Tlg/2016 28-10-2017 15.000.000,- Palsu
7/1 (Ntrs M. Taufik)
63 133 KOMARIYAH | Pegirikan 7/4 | AJB 89/Tlg/2016 09-11-2017 19.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
64 134 RATININGSI Mindaka 1/1 AJB 99/TRB/2016 11-11-2016 17.000.000,- Palsu
H (Ntrs M. Taufik)
65 139 | TITI Wangandaw | AH  57/Tlg/2016 22-11-2016 15.000.000,- Palsu
RAHARTI alll (Ntrs M. Taufik)
66 140 M. ILYAS Kesadikan AH  63/Trb/2016 23-11-2016 15.000.000,- Palsu
18/2 (Ntrs M. Taufik)
67 141 MASTURAH | Jati bogor | AH 23-11-2016 15.000.000,- Palsu
212 35/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
68 144 | KASTURI Wangandaw | AH  58/TIg/2016 28-11-2016 15.000.000,- Palsu
all/3 (Ntrs M. Taufik)
69 145 WANITA Mej Timur | AH  69/Tlg/2016 28-11-2016 15.000.000,- Palsu
8/1 (Ntrs M. Taufik)
70 146 | NUR Mindaka 2/2 | AH  64/Trb/2016 28-11-2016 15.000.000,- Palsu
ASIYAH (Ntrs M/ Taufik)
71 152 | IKAPRA Mindaka¥2 AJB 103/Trb/2016 15-12-2016 15.000.000,- Palsu
UTAMI (Ntrs M. Taufik)
72 153 RUDIN Mindaka 4/1 AH_70/Krmt/2016 16-12-2016 15.000.000,- Palsu
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(Ntrs M. Taufik)
73 155 TASRIPIN Gembong CN 09/Not/I/2017 21-12-2016 12.000.000,- Palsu
dadi RT 6/3 (Ntrs M. Taufik)
74 156 | SUGIYARTO | Dampyak 3/3 | AH 23-12-2016 15.000.000,- Palsu
71/KRMT/2016
(Ntrs M. Taufik)
75 157 | KARIMA Sidoharjo AH 23-12-2016 15.000.000,- Palsu
TUNISA 12/6 47/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
76 158 ALFIYAH Sidoharjo 2/4 | AH 26-12-2016 15.000.000,- Palsu
73/KRMT/2016
(Ntrs M. Taufik)
77 159 | SOLICHA Kaligayam AH  60/Tlg/2016 26-12-2016 15.000.000,- Palsu
21/6 (Ntrs M. Taufik)
78 160 | SUSANTI Wangandaw | AH  62/TIg/2016 26-12-2016 15.000.000,- Palsu
a3/l (Ntrs M. Taufik)
79 161 NURHIKMA Wangan AH  61/Tlg/2016 27-12-2016 15.000.000,- Palsu
H dawa 10/3 (Ntrs M. Taufik)
80 162 | NANA Kalimati 5/1 AJB 27-12-2016 15.000.000,- Palsu
SYARIFATUL 54/Adwrn/2016
(Ntrs M. Taufik)
81 163 | SADIYAH Jatibogor 3/9 | AJB 27-12-2016 15.000.000,- Palsu
92/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
82 173 LIZHAADI P Pacul 3/8 AH  37/Tlg/2016 25-01-2017 15.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
83 174 | M KAMBALI Dermas andi | AH 25-01-2017 15.000.000,- Palsu
3/1 17/PNGKH/2016
(Ntrs M. Taufik)
84 182 SOFIATI Panggung AJB 51/TGL/2017 02-02-2017 15.000.000,- Palsu
5/4 (Ntrs M. Taufik)
85 183 | SUSIYANTI Wangan AH 39/TLG/2016 02-02-2017 15.000.000,- Palsu
dawa 8/2 (Ntrs M. Taufik)
86 193 | NURAENAH | Jatibogor AH 17-02-2017 15.000.000,- Palsu
04/SRDD/2017
(Ntrs M. Taufik)
87 194 ARI Penusupan AH 17-02-2017 15.000.000,- Palsu
BUDIMAN 02/PGKH/2017
(Ntrs M. Taufik)
88 198 SITI Munjung SHM 608 An 22-02-2017 30.000.000,- | asli/mau
WAISAH agung Basirun balik
nama
tapi saya
tidak
dikasi
uang
89 201 JUMADI Munjung 4/4 SHM 01792 27-02-2017 20.000.000,- | asli
Sairoh dan Surat nasabah
Pernyataan MBS/
19/09/2017 sudah
bahwa yang disetor
bersangkutan ke siswi
tidak pernah
meminjam di
UPK Kramat (Sdh
2 Tahun di
Malaysia)
90 202 | SRIWULAN | Kaladawa APBH  360/2009 27-02-2017 20.000.000,- Asli
2/1 Karyono nasabah
MBS/
sudah
disetor
ke siswi
91 207 LENI Gembong CN 10-03-2017 35.000.000,- Palsu
ISTIQOMAH | dadi 9/2 23/Not/111/2017
(Ntrs M. Taufik)
92 209 | NURKHAYAT | Margapadan | SHM 114 14-03-2017 30.000.000,- asli
| g8/l Musrodah
93 212 TIROKHA Wangan CN 20-03-2017 27.000.000,- Palsu
dawa 18/4 21/Not/1ll/2017
(Ntrs M. Taufik)
94 213 SITI Wangan CN 21-03-2017 27.000.000,- Palsu
DZUKIROH dawa 4/1 22/Not/11l/2017
(Ntrs M. Taufik)
95 227 | NURLAELA Ketileng ¥2 SHM 219 18-04-2017 17.000.000,- Palsu
AnSuhendrawan
96 233 MIMBO Dampyak 1/5 | CN 19-04-2017 20.000.000,- Palsu
PURNOMO 30/NOT/IV/2017
(Ntrs M. Taufik)
97 234 NURHAYATI Mangun CN 19-04-2017 20.000.000,- Palsu
R saren 6/1 29/Not/IV/2017
(Ntrs M. Taufik)
98 235 | WARTONO Mej  Timur | AH 19-04-2017 20.000.000,- Palsu
3/6 209/Kramat/2016
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(Ntrs M. Taufik)
99 236 NURHAYATI Munjung %2 AJB 73/Krmt/2016 19-04-2017 20.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
100 237 ASIHM Marga AJB 19-04-2017 50.000.000,- Palsu
SUMAR padang 14/2 | 247/Tarub/2016
(Ntrs M. Taufik)
101 241 | URIPAH Bulak waru | AH  27/Trb/2017 02-05-2017 25.000.000,- Palsu
3/1 (Ntrs M. Taufik)
102 244 SAHRONI Ketileng¥z APHB 08-05-2017 25.000.000,- Palsu
26/Krmt/2017
(Ntrs M. Taufik)
103 247 SUMITAH Padaharja APHB 17-05-2017 40.000.000,- Palsu
1/1 28/KRMT/2017
(Ntrs M. Taufik)
dan fc dan Surat
Pernyataan
24/08/2017
bahwa yang
bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat
104 248 FIET KA Munjung 4/1 AH 17-05-2017 45.000.000,- Palsu
SETIAWAN 542/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
dan fc dan Surat
Pernyataan
21/08/2017
bahwa yang
bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat
105 238 | KARYUDI Kertaharja Fc AJB 21-04-2017 50.000.000,- | tidak tahu
6/1 340/AJB/Kramat/ (lunas)
VI1/2002 An
KARYUDI
106 206 | UMAENI Kertaharja - 06-03-2017 40.000.000,- | Tidak tahu
6/1 (lunas)
107 205 | SARWO EDI | Kertaharja APDP 03-03-2017 40.000.000,- Suami
5/2 162/APP/Kramat/ Siswi /
V1/2000 tidak tahu
108 179 SUKYATI Kertaharja - 27-01-2017 35.000.000,- | Tidak tahu
7/1 (lunas)
109 177 KUMI Kertaharja APHB 27-01-2017 35.000.000,- | Tidak tahu
5/2 157/APP/Kramat/
V1/2000
110 THOLIB BULAKWAR | CN No. 21-03-2017 15.000.000 | CN/ palsu
U RT. 04/02 27/Not/IV/2017 pinjam
uang
111 EKAYULI S Ds. Curug | SHM NO. 20-03-2017 30.000.000 | SHM ASLI
RT.4/1 453/CURUG /mau balik
nama
112 MUHAEMIN Bulakwaru CN No. 23-11-2016 14.000.000 | Sudah di
RT.3R. 1 56/NOT/XII/2016 BPN
113. SUBANDRIO | Bongkok 2/3 | CN No. 20-09-16 18.000.000,- | CN palsu,
987/Not/X/2016 tapi sudah
diproses
di BPN
(Tidak
pinjam)
saya tidak
menerima
hanya
menerima
berkasnya
dari ibu
LELI
114. SRI Kendal serut | CN M.TAUFIK 10-02-2017 22.000.000,- | CN palsu.
SUGIARTI 2/4 NO.
15/NOT/11/2017
115. 150 SAFRUDIN Gembong CN No. 9-12-16 15.000.000,- | CN palsu.
dadi 1/3 07/Not/I/2017
116. 142 TASORI Dukuh jati % CN 23-11-2016 7.000.000,- | CN palsu.
56/NOT/XII/2016

- Bahwa dari perbuatan terdakwa dalam menyediakan fotocopy KTP

dan Kartu Keluarga dan jaminan berupa covernote/akta kenotariatan
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seperti akta jual beli, covernote, akta pembagian hak bersama Aspal

(asli tapi palsu) mendapatkan uang kurang lebih sebesar
Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan telah dipergunakan
untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari.

- Bahwa sekira bulan Juni 2017, terdapat beberapa kredit yang
macet pembayarannya dan setelah di lakukan penelitian oleh Badan
Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (UPK), telah ditemukan adanya
pinjaman perseorangan (personal loan) banyak yang tidak benar
besar sebesar

antara lain Fiktif dengan

Rp. 2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah).

pinjaman

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit/Penghitungan Kerugian Keuangan
Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Dana
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
Tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh Tim Auditor dari Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiJawa
Tengah Nomor : SR-320PW11/5.2/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang di
tandatangani oleh Samono selaku Kepala Perwakilan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Povinsi Jawa
Audit

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyelewengan Dana

Tengah, sebagaimana Laporan Hasil Dalam Rangka
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
Tahun 2016 dan 2017

- Ditemukan Kerugian

sebesarRp2.171.023.500,00

juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perhitungan sebagai

Keuangan Negara

( dua milyar seratus tujuh puluh satu

berikut:
- _ Nilai Pinjaman
No Uraian PlnjamRan Fikuif yang diterima  Jumlah (Rp)
(Rp) tidaksesuai (Rp)

1 2 3 4 5=(3+4)

1) Nilai personal loan | 2.151.000.000 185.000.000 2.336.000.00
yang disalurkan 0
melalui Siswi anti dan | (111 nasabah) (9 nasabah)
menyimpang periode (120 nasabah)
Januari 2016 s.d Mei
2017

2) Jumlah potongan 70.196.500 6.080.000 76.276.500
biaya personal loan

3) Nilai personal loan | 2.080.803.500 178.920.000 2.259.723.500
yang seharusnya
diterima oleh
peminjam (1-2)
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4) Nilai personal loan - 88.700.000 88.700.000
yang diterima
Kerugiankeuangan 2.080.803.500 90.220.000 2.171.023.500
negara {3)-4)}

- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Unit

Pengelola

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor
31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersama-sama
dengan SISWIANTI, S,Pd Binti MAS’UD (berkas penuntutan terpisah), pada
bulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun
2016/ 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017
bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya
di suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Semarang,
Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa

dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-Mandiri Pedesaan) Kec. Kramat Kab. Tegal menggunakan anggaran
yang bersumber dari APBN dan sharing APBD Kab. Tegal dengan Prosentase
95% dana APBN serta 5% APBD Kabupaten Tegal. Adapun yang dibiayai
melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri
Perdesaan adalah sarana prasarana atau fifik, peningkatan kapasitas
masyarakat, simpan pinjam serta yang menjadi sasaran Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tersebut meliputi kelompok masyarakat
miskin pedesaan, kelembagaan masyarakat di pedesaan dan kelembagaan

pemerintah lokal.
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- Terdakwa Suhendrawan mengenal Sdri. Siswianti (berkas penuntutan
terpisah) sekitar pada tahun 2009, kemudian sekitar awal tahun 2016 Sdri.
Siswianti datang ke rumah terdakwa Suhendrawan yang berada di
Munjungagung, ketika bertemu Sdr. Siswianti meminta atau menyuruh
terdakwa Suhendrawan untuk mencarikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga
yang Aspal (Asli tapi palsu) serta jaminan/covernote/akta kenotarian sebagai
formalitas yang kegunaan untuk pencairan dana di Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kramat
Kab. Tegal dengan imbalan/upah setiap 1 (satu) pembuatan jaminan Aspal
(Asli tapi palsu) tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
namun pada saat itu terdakwa Suhendrawan meminta waktu untuk berfikir,
Setelah 1 (satu) minggu kemudian terdakwa Suhendrawan bertemu kembali
dengan Sdri. Siswianti di Paud Nabila milik Sdri. Siswianti yang berada di
Padaharja dan pada saat tersebut terdakwa Suhendrawan menyanggupi
permintaan Sdri Siswianti tersebut.

- Adapun tugas-tugas terdakwa Suhendrawan yang diminta atau

disuruh Sdri Siswianti tersebut, antara lain ;

a. Mencarikan Nasabah

b. Mencarikan foto copy KTP dan Kartu Keluarga.

c. Menyerahkan soft copy covernote berupa plashdisk.

d. Menyerahkan format akta kenotariatan berupa soft copy.

e. Menscan sertifikat dan di simpan di dalam flashdisk.
- Selanjutnya terdakwa Suhendrawan mengambil dokumen-dokumen
berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dari sisa-sisa berkas pengajuan
kredit dari koperasi MBS (Mitra Berkarya Sejahtera) dimana pada saat itu
tempat terdakwa Suhendrawan bekerja, tetapi koperasi tersebut telah tutup
sejak tahun 2015. Pada waktu itu berkas-berkas lama berupa fotocopy KTP
dan Kartu Keluarga tersebut di simpan di dalam plastik plastik karena akan
dibuang, sedangkan untuk jaminan berupa covernote/akta kenotariatan
seperti akta jual beli, covernote, akta pembagian hak bersama itu terdakwa
Suhendrawan serahkan softcopy yang kemudian di edit kembali oleh Sdri.
Siswianti di kantornya, dan ada juga terdakwa serahkan berupa jaminan
Aspal (asli tapi palsu) yang sudah di print.
- Bahwa terdakwa Suhendrawan telah membuat jaminan Aspal (asli tapi
palsu) baik berupa sertifikat maupun covernote sekitar 102 (seratus dua)
berkas, yang semuanya berkas tersebut hasil karang-karangan terdakwa
sendiri dan ada sebagian dicetak bersama Sdri. Siswianti. Adapun berkas-

berkas aplikasi peminjaman personal loan tersebut antara lain :
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No S Tgl Realisasi Algka5| Ket
No Nama Alamat Terdiri dari L Pinjaman
Reg Pinjaman (Rp)
1 14 ROPIAH Plumbungan | SHM 00526 An 12-02-2016 12.000.000,- Tidak
RT 5/1 ROPIAH tahu asal
usul nya
2 15 RRWOROH | M. Barat RT | HBG 2820/2661 15-02-2016 15.000.000,- Palsu
3/16
3 17 SUKESIH Jati bogor | SHM No 1156 An 18-02-2016 16.000.000,- Palsu
RT 3/1 Supardi
4 21 SITI Munjung CN 24-02-2016 20.000.000,- Palsu
RAHAYU agung RT | 661/NOT/I/2016
4/1 (NtrsKojali)  dan
BPKB No. I-
00959147,
No.Pol. G-3061-
FJ, Merk Jialing,
Type JH 200,
SPM RodaTiga
5 34 WAKHIDIN Bangungalih | CN 10-03-2016 15.000.000,- Palsu
RT 7/2 973/Not/X/2016
(Ntrs Kojali)
6 38 DARYATI Mangunsare | AJB Yasan C 14-03-2016 15.000.000,- Tidak
n RT 5/1 105.P.13/D.lI tahu/ asli
7 42 NUR Munjungagu | APHB 599/2015 30-03-2016 20.000.000,- Tidak
DALIMAH ng RT 4/3 (PPATS Tarub) tahu/ asli
(An Khutaepah)
8 46 CAYONO Kertayasa Fc SHM 588 An 11-04-2016 15.000.000,- Palsu
RT 2/3 Taswi
9 52 SARJITO Debong RT | CN 14-04-2016 16.000.000,- Palsu
1/1 799/Not/VI/2016
(Ntrs Kojali)
10 56 ENDAH Maribaya RT | AJB 26-04-2016 17.000.000,- Palsu
SUNARTI 5/3 232/Kramat/2016
(PPATS)
11 58 ROKHYATI Bumiharja AH 26-04-2016 16.000.000,- Palsu
RT 7/1 245/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
12 62 ROSUL Kaliksoka RT | CN 11/Not//2017 12-05-2016 50.000.000,- Palsu
HUDA 2/6 (Ntrs M. Taufik)
13 64 DARMOYO Pekauman AJB 20-05-2016 30.000.000,- Asli/
RT 2/1 432/IBW/X1/2013 bukandar
i saya
14 66 YULL. S M. Barat RT | CN 12/Not//2017 20-05-2016 50.000.000,- Palsu
4/3 (Ntrs M. Taufik)
15 67 NIRWANA M. Timur RT | AH 20-05-2016 26.000.000,- Palsu
2/2 950/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
16 68 RINI Bongkok RT | AH 20-05-2016 26.000.000,- Palsu
SUPRAPTI 1/3 923/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
17 70 SUKIRMAN Bumiharja AJB 26-05-2016 26.000.000,- Palsu
RT 3/1 517/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
18 74 TASRIPIN Kademangan | AJB 06-06-2016 15.000.000,- Palsu
RT 4/1 125/Dukuhturi/201
6 (PPATS Kramat)
19 78 MUBAEDAH | Mangunsare | AH 13-06-2016 13.000.000,- Palsu
n RT 6/1 530/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
20 79 FERISTIANI Mindaka RT | AJB 17-06-2016 15.000.000,- Palsu
22 787/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
21 80 KOMARIYAH | Kalijambe CN 21-06-2016 17.000.000,- Palsu
RT 2/2 896/Not/VII1/2016
(Ntrs Kojali)
22 81 TUTI Munjung SHM No 1451 an 21-06-2016 50.000.000,- Palsu /
NINGSIH agung RT %2 | WAINAH Sertifikat
tanah
buatan
saya /
scan
23 82 SITIAMINAH | Munjung SHM 155 An 29-06-2016 50.000.000,- | SHM Asli
agung RT | Yasin / tidak
2/2 tahu
bukan
dari saya
24 83 KUSWATI Munjung CN 12-07-2016 15.000.000,- Palsu
agung RT | 896/Not/VIII/2016
15/2 (Ntrs Kojali)
25 84 MAHROJAH Jatilawang AH 13-07-2016 16.000.000,- Palsu
RT 2/2 361/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
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26 85 LUTFIYANA Kademangan | AJB  412/Dukuh 14-07-2016 18.000.000,- Palsu
H RT 3/1 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
27 86 SRI Bandasari AJB  213/Dukuh 19-07-2016 15.000.000,- Palsu
HERWATI RT 12/2 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
28 87 ALI KASMUI | Mangun Fc AH 331/2016 19-07-2016 15.000.000,- Tidak
saren RT 6/1 | (PPATS Tarub) tahu
29 91 SRI UTAMI Munjung AH 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
agung RT | 672/Kramat/2016
4/2 (PPATS Kramat)
30 92 DIANA Munjung AJB 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
agung RT | 671/Kramat/2016
4/4 (PPATS Kramat)
31 93 RATNA Dampyak RT | AJB 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
LESTARI 2/6 669/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
32 94 NINING Bulakwaru AH 28-07-2016 17.000.000,- Palsu
HARTINI 7/1 433/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
33 95 IDAROYANI | Kalijambe AJB 11-08-2016 15.000.000,- Palsu
RT 3/2 325/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
34 96 JAETUN M. Timur RT | AJB 15-08-2016 15.000.000,- Palsu
5/6 221/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
35 97 ELIYANA Bumi harja | AJB 18-08-2016 15.000.000,- Palsu
RT 3/1 337/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
36 98 DEWI MAYA | Klaijambe AJB 22-08-2016 20.000.000,- Palsu
RT 3/1 333/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
37 99 PUJI M. Barat RT | AJB 22-08-2016 20.000.000,- Palsu
WULANDAR | 3/5 301/KRAMAT/201
| 6 (PPATS Kramat)
38 100 WARSITI Bumi  harja | AJB 29-08-2016 20.000.000,- Palsu
RT 5/2 342/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
39 101 | TARJONO Siti  Roisah | AJB 29-08-2016 18.000.000,- Palsu
RT 3/5 543/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
dan Surat

Pernyataany bs
tgl 22 Agustus
2017 tidak pernah
pinjam di UPK

Kramat
40 102 RIRI UTARI Kesadikahan | AJB 29-08-2016 20.000.000,- Palsu
RT 5/1 341/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
41 103 | RASTI Kramat RT | AJB 29-08-2016 17.000.000,- Palsu
6/2 473/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
42 105 MUNAWAR Kalijambe AJB 13-09-2016 15.000.000,- Palsu
OH RT 6/1 391/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
43 106 RISYANTO Dampyak RT | Fc AJB 13-09-2016 15.000.000,- Palsu
Ya 548/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
44 108 | TOATI Munjung AJB 16-06-2016 15.000.000,- Palsu

agung RT % 680/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

45 109 NOK DEMI Bongkok 4/1 AJB 20-09-2016 15.000.000,- Palsu
391/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

46 110 | SALAMAH Jatilawang AH 20-09-2016 17.000.000,- Palsu
3/5 386/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

47 111 SAODAH Mej Timur | AJB 20-09-2016 17.000.000,- Palsu
5/3 603/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

48 114 TASRIP Mej Timur | AJB 27-09-2016 17.000.000,- Palsu
5/3 604/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

49 115 | SUTRI Damyak 2/6 AJB 27-09-2016 17.000.000,- Palsu
552/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

50 116 NOVITA Mej Timur | AH 27-09-2016 16.000.000,- Palsu
SARI 6/2 607/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

51 117 | KUSNAENI Dampyak 1/1 | AJB 27-09-2016 15.500.000,- Palsu
551/Kramat/2016
(PPATS Kramat)

52 118 MURITNO Mangunsara | AJB 07-10-2016 18.000.000,- Palsu
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ne6/l 401/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
53 119 | SIGIT Mindaka % AJB 07-10-2016 17.000.000,- Palsu
BUDIONO 407/Tarub/2016
(PPATS Tarub)
54 121 SITI Gembongda | AJB 14-10-2016 16.500.000,- Palsu
AFIFATUL M di 10/4 78/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
55 122 | S. KAMILA Cangkring AJB 81/Tlg/2016 14-10-2016 19.000.000,- Palsu
w 6/2 (Ntrs M. Taufik)
56 123 NURAENI Dukuhwaru AJB 18-10-2016 15.000.000,- Palsu
5/10 90/Dkhwr/2016
(Ntrs M. Taufik)
57 124 SITI AZIZAH Pacul 2/3 AJB 92/Tlg/2016 21-10-2016 15.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
58 125 | WARIAH Jatibogor ¥2 AJB 21-10-2016 15.000.000,- Palsu
91/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
59 127 SULTONI Bulakwaru CN 27-10-2016 10.000.000,- Akta
311 55/NOT/XI/2016 notaris
(Ntrs M. Taufik) nya
Palsu/
sudah di
proses
BPN
60 128 | MATISNIAT | Pesayangan | AJB 86/Tlg/2016 28-10-2017 15.000.000,- Palsu
17/4 (Ntrs M. Taufik)
61 129 SURIPTO Kertayasa AJB 87/TLG/2016 28-10-2017 15.000.000,- Palsu
714 (Ntrs M. Taufik)
62 130 DRAJAT Kertayasa AJB 85/Tlg/2016 28-10-2017 15.000.000,- Palsu
71 (Ntrs M. Taufik)
63 133 | KOMARIYAH | Pegirikan 7/4 | AJB 89/Tlg/2016 09-11-2017 19.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
64 134 RATININGSI Mindaka 1/1 AJB 99/TRB/2016 11-11-2016 17.000.000,- Palsu
H (Ntrs M. Taufik)
65 139 | TITI Wangandaw | AH  57/Tlg/2016 22-11-2016 15.000.000,- Palsu
RAHARTI all (Ntrs M. Taufik)
66 140 | M.ILYAS Kesadikan AH  63/Trb/2016 23-11-2016 15.000.000,- Palsu
18/2 (Ntrs M. Taufik)
67 141 MASTURAH Jati bogor | AH 23-11-2016 15.000.000,- Palsu
2/2 35/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
68 144 | KASTURI Wangandaw | AH  58/Tlg/2016 28-11-2016 15.000.000,- Palsu
all/3 (Ntrs M. Taufik)
69 145 WANITA Mej Timur | AH  69/Tlg/2016 28-11-2016 15.000.000,- Palsu
8/1 (Ntrs M. Taufik)
70 146 | NUR Mindaka 2/2 | AH  64/Trb/2016 28-11-2016 15.000.000,- Palsu
ASIYAH (Ntrs M/ Taufik)
71 152 | IKAPRA MindakaYz AJB 103/Trb/2016 15-12-2016 15.000.000,- Palsu
UTAMI (Ntrs M. Taufik)
72 153 RUDIN Mindaka 4/1 AH 70/Krmt/2016 16-12-2016 15.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
73 155 | TASRIPIN Gembong CN 09/Not/I/2017 21-12-2016 12.000.000,- Palsu
dadi RT 6/3 (Ntrs M. Taufik)
74 156 | SUGIYARTO | Dampyak 3/3 | AH 23-12-2016 15.000.000,- Palsu
71/KRMT/2016
(Ntrs M. Taufik)
75 157 KARIMA Sidoharjo AH 23-12-2016 15.000.000,- Palsu
TUNISA 12/6 47/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
76 158 | ALFIYAH Sidoharjo 2/4 | AH 26-12-2016 15.000.000,- Palsu
73/KRMT/2016
(Ntrs M. Taufik)
77 159 | SOLICHA Kaligayam AH  60/Tlg/2016 26-12-2016 15.000.000,- Palsu
21/6 (Ntrs M. Taufik)
78 160 SUSANTI Wangandaw AH  62/Tlg/2016 26-12-2016 15.000.000,- Palsu
a3/l (Ntrs M. Taufik)
79 161 | NURHIKMA Wangan AH  61/Tlg/2016 27-12-2016 15.000.000,- Palsu
H dawa 10/3 (Ntrs M. Taufik)
80 162 | NANA Kalimati 5/1 AJB 27-12-2016 15.000.000,- Palsu
SYARIFATUL 54/Adwrn/2016
(Ntrs M. Taufik)
81 163 SADIYAH Jatibogor 3/9 | AJB 27-12-2016 15.000.000,- Palsu
92/SRDD/2016
(Ntrs M. Taufik)
82 173 | LIZHAADIP | Pacul 3/8 AH  37/Tlg/2016 25-01-2017 15.000.000,- Palsu
(Ntrs M. Taufik)
83 174 M KAMBALI Dermas andi | AH 25-01-2017 15.000.000,- Palsu
3/1 17/PNGKH/2016
(Ntrs M. Taufik)
84 182 SOFIATI Panggung AJB 51/TGL/2017 02-02-2017 15.000.000,- Palsu
5/4 (Ntrs M. Taufik)
85 183 | SUSIYANTI Wangan AH 39/TLG/2016 02-02-2017 15.000.000.- Palsu
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dawa 8/2 (Ntrs M. Taufik)
86 193 | NURAENAH | Jatibogor AH 17-02-2017 15.000.000,- Palsu
04/SRDD/2017
(Ntrs M. Taufik)
87 194 | ARI Penusupan AH 17-02-2017 15.000.000,- Palsu
BUDIMAN 02/PGKH/2017
(Ntrs M. Taufik)
88 198 | SITI Munjung SHM 608 An 22-02-2017 30.000.000,- | asli/ mau
WAISAH agung Basirun balik
nama
tapi saya
tidak
dikasi
uang
89 201 JUMADI Munjung 4/4 SHM 01792 27-02-2017 20.000.000,- | asli
Sairoh dan Surat nasabah
Pernyataan MBS/
19/09/2017 sudah
bahwa yang disetor
bersangkutan ke siswi
tidak pernah
meminjam di
UPK Kramat (Sdh
2 Tahun di
Malaysia)

90 202 SRI WULAN Kaladawa APBH  360/2009 27-02-2017 20.000.000,- Asli
2/1 Karyono nasabah
MBS/
sudah
disetor
ke siswi
91 207 | LENI Gembong CN 10-03-2017 35.000.000,- Palsu
ISTIQOMAH | dadi 9/2 23/Not/111/2017
(Ntrs M. Taufik)
92 209 NURKHAYAT | Margapadan SHM 114 14-03-2017 30.000.000, asli
| g8/1 Musrodah -
93 212 TIROKHA Wangan CN 20-03-2017 27.000.000, Palsu
dawa 18/4 21/Not/1ll/2017 -
(Ntrs M. Taufik)
94 213 | SITI Wangan CN 21-03-2017 27.000.000, Palsu
DZUKIROH dawa 4/1 22/Not/lll/2017 -
(Ntrs M. Taufik)
95 227 NURLAELA Ketileng ¥2 SHM 219 18-04-2017 17.000.000, Palsu
AnSuhendrawan -
96 233 | MIMBO Dampyak 1/5 | CN 19-04-2017 20.000.000, Palsu
PURNOMO 30/NOT/IV/2017 -
(Ntrs M. Taufik)
97 234 | NURHAYATI | Mangun CN 19-04-2017 20.000.000, Palsu
R saren 6/1 29/Not/IV/2017 -
(Ntrs M. Taufik)
98 235 WARTONO Mej Timur | AH 19-04-2017 20.000.000, Palsu
3/6 209/Kramat/2016 -
(Ntrs M. Taufik)
99 236 | NURHAYATI | Munjung %2 AJB 73/Krmt/2016 19-04-2017 20.000.000, Palsu
(Ntrs M. Taufik) -
100 237 | ASIHM Marga AJB 19-04-2017 50.000.000, Palsu
SUMAR padang 14/2 | 247/Tarub/2016 -
(Ntrs M. Taufik)
101 241 URIPAH Bulak waru | AH  27/Trb/2017 02-05-2017 25.000.000, Palsu
3/1 (Ntrs M. Taufik) -
102 244 | SAHRONI Ketileng¥z APHB 08-05-2017 25.000.000, Palsu
26/Krmt/2017 -
(Ntrs M. Taufik)
103 247 | SUMITAH Padaharja APHB 17-05-2017 40.000.000, Palsu
1/1 28/KRMT/2017 -

(Ntrs M. Taufik)
dan fc dan Surat
Pernyataan
24/08/2017
bahwa yang
bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat

104 248 | FIET KA Munjung 4/1 | AH 17-05-2017 45.000.000, Palsu
SETIAWAN 542/Kramat/2016 -
(PPATS Kramat)
dan fc dan Surat
Pernyataan
21/08/2017
bahwa yang
bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK

Halaman 15 Putusan Nomor 18/PID..SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat
105 238 | KARYUDI Kertaharja Fc AJB 21-04-2017 50.000.000, | tidak tahu
6/1 340/AJB/Kramat/ -
VI11/2002 An (lunas)
KARYUDI
106 206 | UMAENI Kertaharja - 06-03-2017 40.000.000, | Tidak tahu
6/1 -
(lunas)
107 205 | SARWO EDI | Kertaharja APDP 03-03-2017 40.000.000, Suami
5/2 162/APP/Kramat/ - Siswi /
V1/2000 tidak tahu
108 179 SUKYATI Kertaharja - 27-01-2017 35.000.000, | Tidak tahu
7/1 -
(lunas)
109 177 | KUMI Kertaharja APHB 27-01-2017 35.000.000, | Tidak tahu
5/2 157/APP/Kramat/ -
V1/2000
110 THOLIB BULAKWAR CN No. 21-03-2017 15.000.000 | CN/ palsu
U RT. 04/02 27/Not/IV/2017 pinjam
uang
111 EKAYULI S Ds. Curug | SHM NO. 20-03-2017 30.000.000 | SHM ASLI
RT.4/1 453/CURUG /mau balik
nama
112 MUHAEMIN Bulakwaru CN No. 23-11-2016 14.000.000 | Sudahdi
RT.3R. 1 56/NOT/XII/2016 BPN
113. SUBANDRIO | Bongkok 2/3 CN No. 20-09-16 18.000.000, | CN palsu,
987/Not/X/2016 - | tapi sudah
diproses
di BPN
(Tidak
pinjam)
saya tidak
menerima
hanya
menerima
berkasnya
dari ibu
LELI
114. SRI Kendal serut | CN M.TAUFIK 10-02-2017 22.000.000, | CN palsu.
SUGIARTI 2/4 NO. -
15/NOT/11/2017
115. 150 | SAFRUDIN Gembong CN No. 9-12-16 15.000.000, | CN palsu.
dadi 1/3 07/Not/1/2017 -
116. 142 | TASORI Dukuhjati% | CN 23-11-2016 7.000.000,- | CN palsu.
56/NOT/XII/2016

- Bahwa terdakwa Suhendrawan tidak mengetahui jumlah uang
keseluruhan pencairan dana personal loan (pinjaman perseorangan)
di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kramat, sedangkan terdakwa
hanya menerima uang kurang lebih total sebesar Rp. 51. 000.000,-
(ima puluh satu juta rupiah) yang merupakan upah dari
melaksanakan tugas dari Sdri. Siswianti menyedikan dokumen-
dokumen berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta jaminan/
covernote/ akta kenotarian serta jaminan/ cover note/akta kenotarian
Aspal (Asli tapi palsu).

- Bahwa terdakwa Suhendrawan dipanggil oleh Pak Taufik (Notaris)
untuk dimintakan klarifikasi masalah covernote, selanjutnya terdakwa
mengambil fotocopy covernote dari pak Taufik dan terdakwa datang
menemui Sdri. Siswianti untuk meminta covernote Aspal (asli tapi
palsu), pada saat pertemuan terdakwa dengan Sdri. Siswianti terjadi

obrolan/diskusi sehingga tercapailah kesepakatan bahwa hutang-
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hutang Sdri. Siswianti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) seolah-olah merupakan
hutang terdakwa Suhendrawan.
- Bahwa sekira bulan Juni 2017, terdapat beberapa kredit yang
macet pembayarannya dan setelah dilakukan penelitian oleh Badan
Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (UPK), telah ditemukan adanya
pinjaman perseorangan (personal loan) banyak yang tidak benar
antara lain Fiktif ~ dengan besar pinjaman sebesar
Rp. 2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit/Penghitungan Kerugian Keuangan
negera atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan dana Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Unit Pengelola kegiatan
(UPK) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan 2017
dilakukan oleh Tum Auditor dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan perwakilan Propinsi Jawa  Tengah Nomor
:SR.320/PW11/5.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang ditandatangani oleh
Samono selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana laporan
hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara
penyelewengan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) di unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Kramat Kabupaten
Tegal Tahun 2016 dan 2017 ditemukan kerugian keuangan Negara
sebesar Rp.2.171.023.500.00,- ( dua milyard seratys tujuh puluh satu juta

dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah dengan perincian sebagai berikut:

. _ Nilai Pinjaman yang
No Uraian Finjamar Fiktif diterima Jumliah (Rp)
(Rp) tidaksesuai (Rp)

1 2 3 4 5=(3+4)

1) Nilai personal loan yang 2.151.000.000 185.000.000 2.336.000.000
disalurkan melalui Siswi
anti dan menyimpang (111 nasabah) (9 nasabah) (120 nasabah)
periode Januari 2016
s.d Mei 2017

2) Jumlah potongan biaya 70.196.500 6.080.000 76.276.500
personal loan

3) Nilai personal loan yang 2.080.803.500 178.920.000 2.259.723.500
seharusnya diterima
oleh peminjam (1-2)

4) Nilai personal loan yang - 88.700.000 88.700.000
diterima
Kerugiankeuangan 2.080.803.500 90.220.000 2.171.023.500
negara {3)-4)}

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
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Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 10

Juni 2020 Nomor Reg.Perkara PDS-02/SLWI/Pt.1/01/2020, yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRAWAN, MPD Bin HAMZAH telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf
a,b ayat (2), (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana sebagaimana di dalam dakwaan Subsiadir;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRAWAN, MPD Bin
HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan

dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;

3. Menghukum pula terdakwa SUHENDRAWAN, MPD Bin HAMZAH untuk
membayar uang pengganti sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta
rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1
(satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi maka dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menghukum pula terdakwa SUHENDRAWAN, MPD Bin HAMZAH untuk
membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa
akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 4 (empat) Bulan

Kurungan.

5. barang bukti berupa :
a. Disita dari DESSY ARIFIANTO, S.Sos., MT, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-1368/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 05 Desember
2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
1 (satu) bendel Surat Nomor : S.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal 06
Pebruari 2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset Lain Pasca
PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016 ;
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1 (satu) bendel Surat Nomor : 001/IX/2017 Tanggal 25 September 2017
perihal Permohonan Penyelesaian Masalah
b. Disita dari YUDHA KURNIAWAN, SH Bin SA'ALI, dengan Surat
Perintah Penyitaan Nomor : Print-1369/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 05
Desember 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
1 (satu) bendel Surat Laporan Badan Pemeriksa (BP) Periode Maret
2017 Nomor : 002/BP/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017 ;
1 (satu) bendel Surat Laporan Badan Pemeriksa (BP) Periode April 2017
Nomor : 001/BP/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 ;
1 (satu) bendel Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kramat
Nomor : 005/BKAD/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi dan Investigasi Dugaan Kredit Fiktif dan
Dokumen Palsu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah
Pemberdayyaann Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat Kabupaten
Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
1 (satu) bendel Laporan Tim Verifikasi dan Investigasi Dugaan Kredit
Fiktif dan Dokumen Palsu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana
Amanah Pemberdayyaann Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tannggal 2 Oktober 2017 ;
1 (satu) bendel Daftar Nasabah Personal Loan Macet tanggal
Nopember 2017 yang dibuat oleh Ketua UPK Yuyun Yuliana, SE,
Bendahara UPK Parikha, S.IP, dan diketahui oleh BKAD dan BP UPK ;
1 (satu) Bendel Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun Buku 2015 ;
1 (satu) Bendel Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun Buku 2016 ;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama RASTI tanggal 21-09-2017
yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK PNPM
Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DRAJAT tanggal .../09/2017
yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK PNPM
Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NURJANAH tanggal .../
...[12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
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1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMIYATI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CARNINGSIH SUAMI
WAKHIDIN tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah
berurusan dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang
yang terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TARJONO tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TOATI tanggal .../.../2017
yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK PNPM
Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabah UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SITI RAHAYU tanggal
20/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SRI UTAMI tanggal .../
...J12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama FIET KA SETIAWAN
tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NUR HAYATI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;26 Oktober 2016 Perihal
Permohonan Penerbitan Buku Tabungan ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMITAH tanggal
20/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
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1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SALAMAH tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAKHRONI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUKHYATI tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NOKHEMI TARYANA
tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabah UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ENDAH SUNARTI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MARKONO tanggal
18/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIRWANA KOMALASARI
tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WANITA tanggal 22/09/2017
yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK PNPM
Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TASRIP/JAMILAH tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAODAH tanggal

22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
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UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMITAH tanggal .../
...[12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam data
nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat.

C. Disita dari YUYUN YULIANA, SE Binti SUTRISNO, dengan Surat
Perintah Penyitaan Nomor : Print-1388/ O.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 22
Desember 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : aplikasi

kredit personal loan / pinjaman perseorangan

No No Nama Alamat Terdiri dari TgI_ReaIisasi Alokasi Pinjaman
Reg Pinjaman (Rp)
1 14 ROPIAH Plumbungan SHM 00526  An 12-02-2016 12.000.000,-
RT 5/1 ROPIAH
2 15 RRWOROH | M. Barat RT | HBG 2820/2661 15-02-2016 15.000.000,-
3/16
3 17 SUKESIH Jati bogor RT | SHM No 1156 An 18-02-2016 16.000.000,-
3/1 Supardi
4 21 SITI Munjung CN 661/NOT/I/2016 | 24-02-2016 20.000.000,-
RAHAYU agung RT 4/1 (NtrsKojali) dan BPKB
No. 1-00959147,
No.Pol.  G-3061-FJ,
Merk Jialing, Type JH
200, SPM RodaTiga
5 34 WAKHIDIN Bangungalih CN  973/Not/X/2016 10-03-2016 15.000.000,-
RT 7/2 (Ntrs Kojali)
6 38 DARYATI Mangunsaren AJB Yasan C 14-03-2016 15.000.000,-
RT5/1 105.P.13/D.II
7 42 NUR Munjungagung | APHB 599/2015 | 30-03-2016 20.000.000,-
DALIMAH RT 4/3 (PPATS Tarub) (An
Khutaepah)
8 46 CAYONO Kertayasa RT | Fc SHM 588 An Taswi 11-04-2016 15.000.000,-
2/3
9 52 SARJITO Debong RT 1/1 | CN  799/Not/V1/2016 14-04-2016 16.000.000,-
(Ntrs Kojali)
10 56 ENDAH Maribaya RT | AJB 232/Kramat/2016 | 26-04-2016 17.000.000,-
SUNARTI 5/3 (PPATS)
11 58 ROKHYATI Bumiharja RT | AH  245/Tarub/2016 26-04-2016 16.000.000,-
71 (PPATS Tarub)
12 62 ROSUL Kaliksoka RT | CN 11/Not/1/2017 12-05-2016 50.000.000,-
HUDA 2/6 (Ntrs M. Taufik)
13 64 DARMOYO Pekauman RT | AJB 432/JBW/X1/2013 | 20-05-2016 30.000.000,-
2/1
14 66 YULL S M. Barat RT | CN 12/Not/I/2017 20-05-2016 50.000.000,-
4/3 (Ntrs M. Taufik)
15 67 NIRWANA M. Timur RT | AH 950/Kramat/2016 | 20-05-2016 26.000.000,-
2/2 (PPATS Kramat)
16 68 RINI Bongkok  RT | AH 923/Kramat/2016 | 20-05-2016 26.000.000,-
SUPRAPTI 1/3 (PPATS Kramat)
17 70 SUKIRMAN Bumiharja RT | AJB 517/Tarub/2016 26-05-2016 26.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
18 74 TASRIPIN Kademangan AJB 06-06-2016 15.000.000,-
RT 4/1 125/Dukuhturi/2016
(PPATS Kramat)
19 78 MUBAEDAH | Mangunsaren AH  530/Tarub/2016 13-06-2016 13.000.000,-
RT 6/1 (PPATS Tarub)
20 79 FERISTIANI | Mindaka RT | AJB 787/Tarub/2016 17-06-2016 15.000.000,-
2/2 (PPATS Tarub)
21 80 KOMARIYAH | Kalijambe RT | CN 896/Not/VIIl/2016 | 21-06-2016 17.000.000,-
2/2 (Ntrs Kojali)
22 81 TUTI Munjung SHM No 1451 an | 21-06-2016 50.000.000,-
NINGSIH agung RT %2 WAINAH
23 82 SITIAMINAH | Munjung SHM 155 An Yasin 29-06-2016 50.000.000,-
agung RT 2/2
24 83 KUSWATI Munjung CN 896/Not/VI1I1/2016 12-07-2016 15.000.000,-
agung RT 15/2 | (Ntrs Kojali)
25 84 MAHROJAH Jatilawang RT | AH 361/Kramat/2016 13-07-2016 16.000.000,-
2/2 (PPATS Kramat)
26 85 LUTFIYANA Kademangan AJB 412/Dukuh 14-07-2016 18.000.000,-
H RT 3/1 turi/2016 (PPATS
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Dkhturi)
27 86 SRI Bandasari RT | AJB 213/Dukuh 19-07-2016 15.000.000,-
HERWATI 12/2 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
28 87 ALI KASMUI | Mangun saren | Fc  AH  331/2016 19-07-2016 15.000.000,-
RT 6/1 (PPATS Tarub)
29 91 SRI UTAMI Munjung AH 672/Kramat/2016 | 28-07-2016 17.000.000,-
agung RT 4/2 (PPATS Kramat)
30 92 DIANA Munjung AJB 671/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
agung RT 4/4 (PPATS Kramat)
31 93 RATNA Dampyak RT | AJB 669/Kramat/2016 | 28-07-2016 17.000.000,-
LESTARI 2/6 (PPATS Kramat)
32 94 NINING Bulakwaru 7/1 | AH  433/Tarub/2016 | 28-07-2016 17.000.000.,-
HARTINI (PPATS Tarub)
33 95 IDA ROYANI Kaljambe RT | AJB 325/Tarub/2016 11-08-2016 15.000.000,-
3/2 (PPATS Tarub)
34 96 JAETUN M. Timur RT | AJB 221/Kramat/2016 15-08-2016 15.000.000,-
5/6 (PPATS Kramat)
35 97 ELIYANA Bumi harja RT | AJB 337/Tarub/2016 18-08-2016 15.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
36 98 DEWI MAYA Klaijjambe RT | AJB 333/Tarub/2016 22-08-2016 20.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
37 99 PUJI M. Barat RT | AJB 22-08-2016 20.000.000,-
WULANDAR | 3/5 301/KRAMAT/2016
| (PPATS Kramat)
38 100 WARSITI Bumi harja RT | AJB 342/Tarub/2016 | 29-08-2016 20.000.000,-
5/2 (PPATS Tarub)
39 101 TARJONO Siti Roisah RT | AJB 543/Kramat/2016 29-08-2016 18.000.000,-
3/5 (PPATS Kramat) dan
Surat Pernyataany bs
tgl 22 Agustus 2017
tidak pernah pinjam di
UPK Kramat
40 102 RIRI UTARI Kesadikahan AJB  341/Tarub/2016 | 29-08-2016 20.000.000,-
RT 5/1 (PPATS Tarub)
41 103 RASTI Kramat RT 6/2 AJB 473/Kramat/2016 29-08-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
42 105 MUNAWAR Kaljambe RT | AJB 391/Tarub/2016 13-09-2016 15.000.000,-
OH 6/1 (PPATS Tarub)
43 106 RISYANTO Dampyak RT | Fc AJB 13-09-2016 15.000.000,-
Ya 548/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
44 108 TOATI Munjung AJB 680/Kramat/2016 16-06-2016 15.000.000,-
agung RT %2 (PPATS Kramat)
45 109 NOK DEMI Bongkok 4/1 AJB 391/Kramat/2016 | 20-09-2016 15.000.000,-
(PPATS Kramat)
46 110 SALAMAH Jatilawang 3/5 | AH 386/Kramat/2016 | 20-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
47 111 SAODAH Mej Timur 5/3 AJB 603/Kramat/2016 20-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
48 114 TASRIP Mej Timur 5/3 AJB 604/Kramat/2016 27-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
49 115 SUTRI Damyak 2/6 AJB 552/Kramat/2016 | 27-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
50 116 NOVITA Mej Timur 6/2 AH 607/Kramat/2016 27-09-2016 16.000.000,-
SARI (PPATS Kramat)
51 117 KUSNAENI Dampyak 1/1 AJB 551/Kramat/2016 | 27-09-2016 15.500.000,-
(PPATS Kramat)
52 118 MURITNO Mangunsaran AJB  401/Tarub/2016 07-10-2016 18.000.000,-
6/1 (PPATS Tarub)
53 119 SIGIT Mindaka Y4 AJB  407/Tarub/2016 07-10-2016 17.000.000,-
BUDIONO (PPATS Tarub)
54 121 SITI Gembongdadi AJB  78/SRDD/2016 14-10-2016 16.500.000,-
AFIFATULM | 10/4 (Ntrs M. Taufik)
55 122 S. KAMILA Cangkring 6/2 AJB 81/TIg/2016 (Ntrs 14-10-2016 19.000.000,-
W M. Taufik)
56 123 NURAENI Dukuhwaru AJB  90/Dkhwr/2016 18-10-2016 15.000.000,-
5/10 (Ntrs M. Taufik)
57 124 SITIAZIZAH | Pacul 2/3 AJB 92/TIg/2016 (Ntrs | 21-10-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
58 125 WARIAH Jatibogor ¥2 AJB 91/SRDD/2016 | 21-10-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
59 127 SULTONI Bulakwaru 3/1 | CN  55/NOT/X1/2016 | 27-10-2016 10.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
60 128 MATIS NIAT | Pesayangan AJB 86/Tlg/2016 (Ntrs | 28-10-2017 15.000.000,-
17/4 M. Taufik)
61 129 SURIPTO Kertayasa 7/4 AJB 87/TLG/2016 | 28-10-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
62 130 DRAJAT Kertayasa 7/1 AJB 85/Tlg/2016 (Ntrs 28-10-2017 15.000.000,-
M. Taufik)
63 133 KOMARIYAH | Pegirikan 7/4 AJB 89/Tlg/2016 (Ntrs | 09-11-2017 19.000.000,-
M. Taufik)
64 134 RATININGSI Mindaka 1/1 AJB 99/TRB/2016 11-11-2016 17.000.000,-
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H (Ntrs M. Taufik)
65 139 TITI Wangandawa AH 57/Tlg/2016 (Ntrs 22-11-2016 15.000.000,-
RAHARTI 1/1 M. Taufik)
66 140 M. ILYAS Kesadikan AH 63/Trb/2016 (Ntrs | 23-11-2016 15.000.000,-
18/2 M. Taufik)
67 141 MASTURAH | Jati bogor 2/2 AH  35/SRDD/2016 23-11-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
68 144 KASTURI Wangandawa AH 58/TIg/2016 (Ntrs 28-11-2016 15.000.000,-
11/3 M. Taufik)
69 145 WANITA Mej Timur 8/1 AH 69/Tlg/2016 (Ntrs | 28-11-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
70 146 NUR Mindaka 2/2 AH 64/Trb/2016 (Ntrs | 28-11-2016 15.000.000,-
ASIYAH M/ Taufik)
71 152 IKA PRA MindakaYz AJB 103/Trb/2016 15-12-2016 15.000.000,-
UTAMI (Ntrs M. Taufik)
72 153 RUDIN Mindaka 4/1 AH 70/Krmt/2016 16-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
73 155 TASRIPIN Gembong dadi | CN 09/Not/I/2017 21-12-2016 12.000.000,-
RT 6/3 (Ntrs M. Taufik)
74 156 SUGIYARTO | Dampyak 3/3 AH 71/KRMT/2016 23-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
75 157 KARIMA Sidoharjo 12/6 | AH  47/SRDD/2016 23-12-2016 15.000.000,-
TUNISA (Ntrs M. Taufik)
76 158 ALFIYAH Sidoharjo 2/4 AH  73/KRMT/2016 26-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
7 159 SOLICHA Kaligayam AH 60/Tlg/2016 (Ntrs 26-12-2016 15.000.000,-
21/6 M. Taufik)
78 160 SUSANTI Wangandawa AH 62/Tlg/2016 (Ntrs 26-12-2016 15.000.000,-
3/1 M. Taufik)
79 161 NURHIKMA Wangan dawa | AH 61/TIg/2016 (Ntrs | 27-12-2016 15.000.000,-
H 10/3 M. Taufik)
80 162 NANA Kalimati 5/1 AJB  54/Adwrn/2016 27-12-2016 15.000.000,-
SYARIFATUL (Ntrs M. Taufik)
81 163 SADIYAH Jatibogor 3/9 AJB  92/SRDD/2016 27-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
82 173 LIZHAADI P | Pacul 3/8 AH 37/TIg/2016 (Ntrs | 25-01-2017 15.000.000,-
M. Taufik)
83 174 M KAMBALI Dermas andi | AH 17/PNGKH/2016 25-01-2017 15.000.000,-
3/1 (Ntrs M. Taufik)
84 182 SOFIATI Panggung 5/4 AJB 51/TGL/2017 02-02-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
85 183 SUSIYANTI Wangan dawa | AH 39/TLG/2016 02-02-2017 15.000.000,-
8/2 (Ntrs M. Taufik)
86 193 NURAENAH Jatibogor AH 04/SRDD/2017 17-02-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
87 194 ARI Penusupan AH  02/PGKH/2017 17-02-2017 15.000.000,-
BUDIMAN (Ntrs M. Taufik)
88 198 SITI Munjung SHM 608 An Basirun 22-02-2017 30.000.000,-
WAISAH agung
89 201 JUMADI Munjung 4/4 SHM 01792 Sairoh 27-02-2017 20.000.000,-
dan Surat
Pernyataan
19/09/2017  bahwa
yang bersangkutan
tidak pernah
meminjam  di UPK
Kramat (Sdh 2 Tahun
di Malaysia)
90 202 SRIWULAN | Kaladawa 2/1 APBH 360/2009 | 27-02-2017 20.000.000,-
Karyono
91 207 LENI Gembong dadi | CN  23/Not/111/2017 10-03-2017 35.000.000,-
ISTIQOMAH | 9/2 (Ntrs M. Taufik)
92 209 NURKHAYA | Margapadang | SHM 114 Musrodah 14-03-2017 30.000.000,-
Tl 8/1
93 212 TIROKHA Wangan dawa | CN  21/Not/Ill/2017 20-03-2017 27.000.000,-
18/4 (Ntrs M. Taufik)
94 213 SITI Wangan CN 21-03-2017 27.000.000,-
DZUKIROH | dawa 4/1 22/Not/lll/2
017  (Ntrs
M. Taufik)
95 227 NURLAELA | Ketileng %2 SHM 219 18-04-2017 17.000.000.,-
AnSuhendrawan
96 233 MIMBO Dampyak 1/5 CN 30/NOT/IV/2017 19-04-2017 20.000.000,-
PURNOMO (Ntrs M. Taufik)
97 234 NURHAYATI | Mangun saren | CN  29/Not/IV/2017 19-04-2017 20.000.000,-
R 6/1 (Ntrs M. Taufik)
98 235 WARTONO Mej Timur 3/6 AH 209/Kramat/2016 | 19-04-2017 20.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
99 236 NURHAYATI | Munjung %2 AJB 73/Krmt/2016 19-04-2017 20.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
100 237 ASIHM Marga padang | AJB 247/Tarub/2016 19-04-2017 50.000.000,-
SUMAR 14/2 (Ntrs M. Taufik)
101 241 URIPAH Bulak waru 3/1 | AH 27/Trb/2017 (Ntrs | 02-05-2017 25.000.000,-
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M. Taufik)

102 244 SAHRONI Ketileng¥z APHB 26/Krmt/2017 08-05-2017 25.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)

103 247 SUMITAH Padaharja 1/1 APHB 17-05-2017 40.000.000,-

28/KRMT/2017 (Ntrs
M. Taufik) dan fc dan
Surat Pernyataan
24/08/2017 bahwa
yang bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK

Kramat
104 248 FIET KA Munjung 4/1 AH 542/Kramat/2016 17-05-2017 45.000.000,-
SETIAWAN (PPATS Kramat) dan
fc dan Surat
Pernyataan

21/08/2017  bahwa
yang bersangkutan

tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat
105 238 KARYUDI Kertaharja 6/1 Fc AJB 21-04-2017 50.000.000,-
340/AJB/Kramat/VII/ (lunas)
2002 An KARYUDI
106 206 UMAENI Kertaharja 6/1 - 06-03-2017 40.000.000,-
(lunas)
107 205 SARWO Kertaharja APDP 03-03-2017 40.000.000,-
EDI 5/2 162/APP/Kr
amat/VI/200
0
108 179 SUKYATI Kertaharja 7/1 - 27-01-2017 35.000.000,-
(lunas)
109 177 KUMI Kertaharja 5/2 APHB 27-01-2017 35.000.000,-
157/APP/Kramat/VI/2
000

d. Disita dari NURUL IZANAH, dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor : Print-206/0.3.34/Fd.1/02/2019 tanggal 15 Februari 2019, telah
dilakukan penyitaan barang bukti beruoa :
= Berita Acara MAD Pertanggung Jawaban UPK, Kamis, tanggal 05
Februari 2015;
= Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban UPK, Rabu,
tanggal 13 Januari 2016;
= Notulen Musyawarah Pertanggung Jawaban UPK, Rabu, tanggal
13 Januari 2016;
= Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahuna UPK Kramat,
Teal, Senin, 06 Maret 2017;
= Daftar Hadir Musyawarah Antar Desa (MAD), Senin, 13 Maret
2017;
= Daftar Hadir usyawarah Antar Desa (MAD) UPK Kec. Kramat, Kab.
Tegal, 13 Maret 2017;
= Keputusan Camat Kramat Kabupaten Tegal Nomor
414.1/260/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Progra Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (MD) Kec. Kramat Kab. Tegal;
= Keputusan Camat Kramat Nomor : 414.1/06/2014 tanggal 27
Maret 2014 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
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Perdesaan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Propinsi Jawa
Tengah Camat Kramat;
= Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Kramat
Nomor : 003/BKAD/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan
Pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Dana
Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat-
Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah
e. Disita dari PARIKHA, S.Ip Binti DAKLAN, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-406/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 13 Maret
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas hama Saprudin, tanggal
09 Desember 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Sri Sugiarti,
tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua
juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Subandriyo
tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Tasori tanggal 23
Nopember 2016 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Muhaemin
tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas
juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Tholib tanggal 21
Maret 2017 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
= Surat Pernyataan dari Nur Chikmah tanggal 19 Februari 2018;
= 1 (satu) bendel Data Peminjam Personal Loan Tahun 2016-2017
tanggal 14 Februari 2018;
= 1 (satu) bendel Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Kramat nomor : 002/BKAD/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang
Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah
Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat Kabupaten
Tegal Propinsi Jawa Tengabh;
= 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat (SPC) tahun 2008 s/d
2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kecamatan Kramat

Kabupaten Tegal;
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= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 006/PNPM-MP/X1/2008 tanggal 10
Nopember 2008 perihal Permintaan Pencairan Dana Kegiatan
PNPM-MP;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 001/PNPM-MD/X1/2009 tanggal 28
Nopember 2009 perihal Permintaan Pencairan Dana BLM PNPM-
MD;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 002/PNPM-MD/X/2010 tanggal 05
Oktober 2010 perihal Permintaan Pencairan Dana Kegiatan PNPM-
MD;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.1/231/2013 tanggal 1 Agustus
2013 perihal Permintaan Pencairan Dana BLM Kegiatan PNPM MPd;
= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.1/073/2014 tanggal 7 April 2014
perihal Permintaan Pencairan BLM Kegiatan PNPM MP Tahun
Anggaran 2014;

= 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban UPK Kec. Kramat
Tahun Anggaran 2014 tanggal 5 Februari 2015;

= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti pada tanggal 31
Oktober 2017 sejumlah total Rp. 110.082.100 (Seratus sepuluh juta
delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang diterima oleh Nurul-
Parikha;

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 139 tanggal 31 Oktober 2017
yang diterima dari Umaeni . 206 sebesar Rp. 35.333.100 (tiga puluh
lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 141 dari Karyudi . 238
tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 44.999.600,- (empat puluh
empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus
rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 140 dari Sukyati-179 tanggal
31 Oktober 2017 sebesar Rp. 29.749.400,- (dua puluh sembilan juta
tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Slip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp. 110.082.100,- (seratus
sepuluh juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti tanggal 3 Oktober
2017 sejumlah Rp. 6.833.600,- (enam juta delapan ratus tiga puluh

tiga ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Parikha;
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= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13 tanggal 3 Oktober 2017 sejumlah
Rp. 6.833.600 (enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam
ratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Slip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 4 Oktober 2017 sejumlah RP. 6.833.600,- (enam juta delapan
ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti tanggal 20
September 2017 sejumlah Rp. 17.609.000,- (tujuh belas juta enam
ratus Sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Parikha-Yuyun;
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 80 titipan setoran tanggal 20
September 2017 sejumlah 14.854.800,- (empat belas juta delapan
ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 82 tanggal 20 September 2017
sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 81 terima dari Eka Yuli-214 tanggal
20 September 2017 sejumlah Rp. 1.354.200 (satu juta tiga ratus lima
puluh empat ribu dua ratus rupiah);
= 1 (satu) lembarSlip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 20 September 2017 sebesar Rp. 17.609.000,0 (tujuh belas
juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
= 1 (satu) buah Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan Periode
Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016;
= 1 (satu) buah Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan Periode
Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Eka yuli
sulistyowati dan SHM atas nama SUSETI HM 453, tanggal 20 Maret
2017 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
f.Disita dari SRI WULAN Binti DUKRI (Alm), dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-407/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 23 Maret
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= 1 (satu) bendel Akad Pembiayaan al-Mudarabah No.
5213/PT.MBS/11.2016 tanggal 5 Februari 2016 antara PT. Mitra
Berkarya Sejahtera dengan Susanto Maulana;
= 1 (satu) buah buku tabungan MBS PT. Mitra Berkarya Sejahtera di
Kertayasa Kramat atas nama Susanto Maulana;
= 1 (satu) lembar slip setoran PT. Mitra Berkarya Sejahtera tanggal
05 Maret 2016 yang diterima dari Susanto Maulana sejumlah Rp.

574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
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= 1 (satu) lembar slip setoran PT. Mitra Berkarya Sejahtera tanggal
05 April 2016 yang diterima dari Susanto Maulana sejumlah Rp.
575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar kwitansi no. 03 tanggal 07 Mei 2016 yang diterima
dari Susanto Maulana sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus liima puluh
empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160011
dari Susanto Maulana tertanggal 06 Juni 2016 sejumlah Rp.
574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160021
dari Susanto Maulana tanggal 09 Juli 2016 sejumlah Rp. 574.000,-
(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160027
dari Susanto Maulana tanggal 05 Agustus 2016 sejumlah Rp.
574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi No.7 terima dari Bpk. Susanto M tanggal
27 September 2016 sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh
empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi terima dari Susanto M tanggal 17
Oktober 2016 sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh empat
ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi terima dari Mitra Berkarya Sejahtera
untuk membayar angsurang ke-9 tanggal 08 Nopember 2016
sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 8160044
dari Susanto Maulana tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp.
554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 09 Februari 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);
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= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh
ribu rupiah);
= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 08 Mei 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh
ribu rupiah);
= 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Susanto Maulana tanggal 31 Juli
2017 untuk membayar angsuran kredit ke-17 sejumlah Rp. 560.000,-
(lima ratus enam puluh ribu rupiah);
g. Disita dari NADIRIN Bin RIFAI, dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor : Print-408/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018, telah
dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 6160020
tahun 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu
juta seratus tiga puluj ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160045
tanggal 07 Januari 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluj ribu rupiah;
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160035
tanggal 09 September 2016 yang diterima dari Nadiri sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluj ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160040
tanggal 09 Oktober 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluj ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160041
tanggal 09 Nopember 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluj ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160047
tanggal 08 Desember 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluj ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran Kredit tanggal 07
April 2017 yang diterima dari Sairoh sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu
juta seratus tiga puluj ribu rupiah);
h. Disita dari SUHENDRAWAN, M.Pd, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-408/ O.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 17 Oktober
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar
Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 00486 Desa / Bulakwaru,
dengan nomor NIB : 11351510.00429 atas nama TASORI.
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Seluruhnya barang bukti dalam perkara ini terlampir dalam berkas
perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor
25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Binti HAMZAH
tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan
primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Binti
HAMZAH oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Binti HAMZAH
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA” sebagaiman yang terdapat dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda sebesar
Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2
( dua ) bulan;
5. Menghukum terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Binti HAMZAH
untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh
satu juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti
paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa
tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana Penjara
selama 2 ( dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti, berupa :

a. Disita dari DESSY ARIFIANTO, S.Sos., MT, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-1368/ O.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 05 Desember
2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

Halaman 31 Putusan Nomor 18/PID..SUS-TPK/2020/PT SMG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : S.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal
06 Pebruari 2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset Lain
Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016 ;
» 1 (satu) bendel Surat Nomor : 001/IX/2017 Tanggal 25 September
2017 perihal Permohonan Penyelesaian Masalah

b. Disita dari YUDHA KURNIAWAN, SH Bin SA'ALI, dengan Surat Perintah

Penyitaan Nomor : Print-1369/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 05
Desember 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

= 1 (satu) bendel Surat Laporan Badan Pemeriksa (BP) Periode
Maret 2017 Nomor : 002/BP/V1/2017 tanggal 02 Juni 2017 ;
= 1 (satu) bendel Surat Laporan Badan Pemeriksa (BP) Periode
April 2017 Nomor : 001/BP/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 ;
= 1 (satu) bendel Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Kramat Nomor : 005/BKAD/IX/2017 tanggal 19 September 2017
tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Investigasi Dugaan Kredit
Fiktif dan Dokumen Palsu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana
Amanah Pemberdayyaann Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
= 1 (satu) bendel Laporan Tim Verifikasi dan Investigasi Dugaan
Kredit Fiktif dan Dokumen Palsu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Dana Amanah Pemberdayaann Masyarakat (DAPM) Kecamatan
Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tannggal 2 Oktober
2017 ;
= 1 (satu) bendel Daftar Nasabah Personal Loan Macet tanggal ...
Nopember 2017 yang dibuat oleh Ketua UPK Yuyun Yuliana, SE,
Bendahara UPK Parikha, S.IP, dan diketahui oleh BKAD dan BP UPK ;
= 1 (satu) Bendel Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun Buku 2015 ;
= 1 (satu) Bendel Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun Buku 2016 ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama RASTI tanggal 21-
09-2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DRAJAT tanggal
...109/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
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= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NURJANAH tanggal
...1.../12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMIYATI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CARNINGSIH
SUAMI WAKHIDIN tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak
pernah berurusan dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang
piutang yang terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas hama TARJONO tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TOATI tanggal .../
...[12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SITI RAHAYU
tanggal 20/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SRI UTAMI tanggal
...1...12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama FIET KA SETIAWAN
tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NUR HAYATI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;26 Oktober 2016

Perihal Permohonan Penerbitan Buku Tabungan ;
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= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMITAH tanggal
20/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahUPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SALAMAH tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAKHRONI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUKHYATI tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NOKHEMI TARYANA
tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabah UPK PNPM Kec. Kramat;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ENDAH SUNARTI
tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MARKONO tanggal
18/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIRWANA
KOMALASARI tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak
pernah berurusan dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang
piutang yang terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WANITA tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TASRIP/JAMILAH
tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
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dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAODAH tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMITAH tanggal .../
.../12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat.

c.Disita dari YUYUN YULIANA, SE Binti SUTRISNO, dengan Surat

Perintah Penyitaan Nomor : Print-1388/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 22

Desember 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : aplikasi

kredit personal loan / pinjaman perseorangan

No No Nama Alamat Terdiri dari TgI_R_eaI|saS| . _Aloka5|
Reg Pinjaman Pinjaman (Rp)
1 14 ROPIAH Plumbungan SHM 00526 An 12-02-2016 12.000.000,-
RT 5/1 ROPIAH
2 15 RRWOROH | M. Barat RT | HBG 2820/2661 15-02-2016 15.000.000,-
3/16
3 17 SUKESIH Jati bogor RT | SHM No 1156 An 18-02-2016 16.000.000,-
3/1 Supardi
4 21 SITI Munjung agung | CN  661/NOT/II/2016 24-02-2016 20.000.000,-
RAHAYU RT 4/1 (NtrsKojali) dan BPKB
No. 1-00959147,
No.Pol. G-3061-FJ,
Merk Jialing, Type JH
200, SPM RodaTiga
5 34 WAKHIDIN Bangungalih CN 973/Not/X/2016 10-03-2016 15.000.000,-
RT 7/2 (Ntrs Kojali)
6 38 DARYATI Mangunsaren AJB Yasan (] 14-03-2016 15.000.000,-
RT 5/1 105.P.13/D.II
7 42 NUR Munjungagung | APHB 599/2015 30-03-2016 20.000.000,-
DALIMAH RT 4/3 (PPATS Tarub) (An
Khutaepah)
8 46 CAYONO Kertayasa RT | Fc SHM 588 An Taswi 11-04-2016 15.000.000,-
2/3
9 52 SARJITO Debong RT 1/1 CN  799/Not/V1/2016 14-04-2016 16.000.000,-
(Ntrs Kojali)
10 56 ENDAH Maribaya RT | AJB 232/Kramat/2016 26-04-2016 17.000.000,-
SUNARTI 5/3 (PPATS)
11 58 ROKHYATI Bumiharja RT | AH 245/Tarub/2016 26-04-2016 16.000.000,-
71 (PPATS Tarub)
12 62 ROSUL Kaliksoka RT | CN 11/Not/I/2017 (Ntrs 12-05-2016 50.000.000,-
HUDA 2/6 M. Taufik)
13 64 DARMOYO Pekauman RT | AJB 432/JBW/XI/2013 20-05-2016 30.000.000,-
2/1
14 66 YULL S M. Barat RT 4/3 | CN 12/Not/I/2017 (Ntrs 20-05-2016 50.000.000,-
M. Taufik)
15 67 NIRWANA M. Timur RT | AH 950/Kramat/2016 20-05-2016 26.000.000,-
2/2 (PPATS Kramat)
16 68 RINI Bongkok RT | AH 923/Kramat/2016 20-05-2016 26.000.000,-
SUPRAPTI 1/3 (PPATS Kramat)
17 70 SUKIRMAN Bumiharja RT | AJB  517/Tarub/2016 26-05-2016 26.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
18 74 TASRIPIN Kademangan AJB 06-06-2016 15.000.000,-
RT 4/1 125/Dukuhturi/2016
(PPATS Kramat)
19 78 MUBAEDAH Mangunsaren AH 530/Tarub/2016 13-06-2016 13.000.000,-
RT 6/1 (PPATS Tarub)
20 79 FERISTIANI Mindaka RT 2/2 | AJB  787/Tarub/2016 17-06-2016 15.000.000,-
(PPATS Tarub)
21 80 KOMARIYAH | Kalijambe RT | CN 896/Not/VIII/2016 21-06-2016 17.000.000,-
2/2 (Ntrs Kojali)
22 81 TUTI Munjung agung | SHM No 1451 an 21-06-2016 50.000.000,-
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NINGSIH RT %2 WAINAH
23 82 SITIAMINAH | Munjung agung | SHM 155 An Yasin 29-06-2016 50.000.000,-
RT 2/2
24 83 KUSWATI Munjung agung | CN 896/Not/VII1/2016 12-07-2016 15.000.000,-
RT 15/2 (Ntrs Kojali)
25 84 MAHROJAH Jatilawang RT | AH 361/Kramat/2016 13-07-2016 16.000.000,-
2/2 (PPATS Kramat)
26 85 LUTFIYANAH | Kademangan AJB 412/Dukuh 14-07-2016 18.000.000,-
RT 3/1 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
27 86 SRI Bandasari RT | AJB 213/Dukuh 19-07-2016 15.000.000,-
HERWATI 12/2 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
28 87 ALl KASMUI Mangun saren | Fc  AH  331/2016 19-07-2016 15.000.000,-
RT 6/1 (PPATS Tarub)
29 91 SRI UTAMI Munjung agung | AH 672/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
RT 4/2 (PPATS Kramat)
30 92 DIANA Munjung agung | AJB 671/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
RT 4/4 (PPATS Kramat)
31 93 RATNA Dampyak RT | AJB 669/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
LESTARI 2/6 (PPATS Kramat)
32 94 NINING Bulakwaru 7/1 AH 433/Tarub/2016 28-07-2016 17.000.000,-
HARTINI (PPATS Tarub)
33 95 IDA ROYANI Kalijambe RT | AJB  325/Tarub/2016 11-08-2016 15.000.000,-
3/2 (PPATS Tarub)
34 96 JAETUN M. Timur RT | AJB 221/Kramat/2016 15-08-2016 15.000.000,-
5/6 (PPATS Kramat)
35 97 ELIYANA Bumi harja RT | AJB  337/Tarub/2016 18-08-2016 15.000.000,-
31 (PPATS Tarub)
36 98 DEWI MAYA Klaijjambe RT | AJB  333/Tarub/2016 22-08-2016 20.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
37 99 PUJI M. Barat RT 3/5 | AJB 22-08-2016 20.000.000,-
WULANDARI 301/KRAMAT/2016
(PPATS Kramat)
38 100 WARSITI Bumi harja RT | AJB  342/Tarub/2016 29-08-2016 20.000.000,-
5/2 (PPATS Tarub)
39 101 TARJONO Siti Roisah RT | AJB 543/Kramat/2016 29-08-2016 18.000.000,-
3/5 (PPATS Kramat) dan

Surat Pernyataany bs
tgl 22 Agustus 2017
tidak pernah pinjam di

UPK Kramat
40 102 RIRI UTARI Kesadikahan AJB  341/Tarub/2016 29-08-2016 20.000.000,-
RT 5/1 (PPATS Tarub)
41 103 RASTI Kramat RT 6/2 AJB 473/Kramat/2016 29-08-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
42 105 MUNAWARO | Kalijambe RT | AJB  391/Tarub/2016 13-09-2016 15.000.000,-
H 6/1 (PPATS Tarub)
43 106 RISYANTO Dampyak RT % | Fc AJB 13-09-2016 15.000.000,-
548/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
44 108 TOATI Munjung agung | AJB 680/Kramat/2016 16-06-2016 15.000.000,-
RT % (PPATS Kramat)
45 109 NOK DEMI Bongkok 4/1 AJB 391/Kramat/2016 20-09-2016 15.000.000,-
(PPATS Kramat)
46 110 SALAMAH Jatilawang 3/5 AH 386/Kramat/2016 20-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
47 111 SAODAH Mej Timur 5/3 AJB 603/Kramat/2016 20-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
48 114 TASRIP Mej Timur 5/3 AJB 604/Kramat/2016 27-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
49 115 SUTRI Damyak 2/6 AJB 552/Kramat/2016 27-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
50 116 NOVITA Mej Timur 6/2 AH 607/Kramat/2016 27-09-2016 16.000.000,-
SARI (PPATS Kramat)
51 117 KUSNAENI Dampyak 1/1 AJB 551/Kramat/2016 27-09-2016 15.500.000,-
(PPATS Kramat)
52 118 MURITNO Mangunsaran AJB  401/Tarub/2016 07-10-2016 18.000.000,-
6/1 (PPATS Tarub)
53 119 SIGIT Mindaka % AJB  407/Tarub/2016 07-10-2016 17.000.000,-
BUDIONO (PPATS Tarub)
54 121 SITI Gembongdadi AJB  78/SRDD/2016 14-10-2016 16.500.000,-
AFIFATUL M 10/4 (Ntrs M. Taufik)
55 122 S. KAMILAW | Cangkring 6/2 AJB 81/Tlg/2016 (Ntrs 14-10-2016 19.000.000,-
M. Taufik)
56 123 NURAENI Dukuhwaru AJB  90/Dkhwr/2016 18-10-2016 15.000.000,-
5/10 (Ntrs M. Taufik)
57 124 SITIAZIZAH Pacul 2/3 AJB 92/Tlg/2016 (Ntrs 21-10-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
58 125 WARIAH Jatibogor Y2 AJB  91/SRDD/2016 21-10-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
59 127 SULTONI Bulakwaru 3/1 CN  55/NOT/X1/2016 27-10-2016 10.000.000,-

(Ntrs M. Taufik)
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60 128 MATIS NIAT | Pesayangan AJB 86/Tlg/2016 (Ntrs 28-10-2017 15.000.000,-
17/4 M. Taufik)
61 129 SURIPTO Kertayasa 7/4 AJB 87/TLG/2016 28-10-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
62 130 DRAJAT Kertayasa 7/1 AJB 85/Tlg/2016 (Ntrs 28-10-2017 15.000.000,-
M. Taufik)
63 133 KOMARIYAH | Pegirikan 7/4 AJB 89/Tlg/2016 (Ntrs 09-11-2017 19.000.000,-
M. Taufik)
64 134 RATININGSI Mindaka 1/1 AJB 99/TRB/2016 11-11-2016 17.000.000,-
H (Ntrs M. Taufik)
65 139 TITI Wangandawa AH 57/Tlg/2016 (Ntrs 22-11-2016 15.000.000,-
RAHARTI 1/1 M. Taufik)
66 140 M. ILYAS Kesadikan 18/2 | AH 63/Trb/2016 (Ntrs 23-11-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
67 141 MASTURAH Jati bogor 2/2 AH 35/SRDD/2016 23-11-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
68 144 KASTURI Wangandawa AH 58/Tlg/2016 (Ntrs 28-11-2016 15.000.000,-
11/3 M. Taufik)
69 145 WANITA Mej Timur 8/1 AH 69/Tlg/2016 (Ntrs 28-11-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
70 146 NUR ASIYAH | Mindaka 2/2 AH 64/Trb/2016 (Ntrs 28-11-2016 15.000.000,-
M/ Taufik)
71 152 IKA PRA MindakaY2z AJB 103/Trb/2016 15-12-2016 15.000.000,-
UTAMI (Ntrs M. Taufik)
72 153 RUDIN Mindaka 4/1 AH 70/Krmt/2016 (Ntrs 16-12-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
73 155 TASRIPIN Gembong dadi | CN 09/Not/I/2017 (Ntrs 21-12-2016 12.000.000,-
RT 6/3 M. Taufik)
74 156 SUGIYARTO | Dampyak 3/3 AH 71/KRMT/2016 23-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
75 157 KARIMA Sidoharjo 12/6 AH 47/SRDD/2016 23-12-2016 15.000.000,-
TUNISA (Ntrs M. Taufik)
76 158 ALFIYAH Sidoharjo 2/4 AH 73/KRMT/2016 26-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
7 159 SOLICHA Kaligayam 21/6 | AH 60/Tlg/2016 (Ntrs 26-12-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
78 160 SUSANTI Wangandawa AH 62/Tlg/2016 (Ntrs 26-12-2016 15.000.000,-
3/1 M. Taufik)
79 161 NURHIKMAH | Wangan dawa | AH 61/Tlg/2016 (Ntrs 27-12-2016 15.000.000,-
10/3 M. Taufik)
80 162 NANA Kalimati 5/1 AJB  54/Adwrn/2016 27-12-2016 15.000.000,-
SYARIFATUL (Ntrs M. Taufik)
81 163 SADIYAH Jatibogor 3/9 AJB  92/SRDD/2016 27-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
82 173 LIZHAADI P Pacul 3/8 AH 37/Tlg/2016 (Ntrs 25-01-2017 15.000.000,-
M. Taufik)
83 174 M KAMBALI Dermas andi | AH 17/PNGKH/2016 25-01-2017 15.000.000,-
3/1 (Ntrs M. Taufik)
84 182 SOFIATI Panggung 5/4 AJB 51/TGL/2017 02-02-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
85 183 SUSIYANTI Wangan dawa | AH 39/TLG/2016 (Ntrs 02-02-2017 15.000.000,-
8/2 M. Taufik)
86 193 NURAENAH Jatibogor AH 04/SRDD/2017 17-02-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
87 194 ARI Penusupan AH 02/PGKH/2017 17-02-2017 15.000.000,-
BUDIMAN (Ntrs M. Taufik)
88 198 SITI WAISAH | Munjung agung | SHM 608 An_Basirun 22-02-2017 30.000.000,-
89 201 JUMADI Munjung 4/4 SHM 01792 Sairoh 27-02-2017 20.000.000,-
dan Surat Pernyataan
19/09/2017 bahwa
yang bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat (Sdh 2 Tahun
di Malaysia)
90 202 SRI WULAN Kaladawa 2/1 APBH 360/2009 27-02-2017 20.000.000,-
Karyono
91 207 LENI Gembong dadi | CN 23/Not/11/2017 10-03-2017 35.000.000,-
ISTIQOMAH 9/2 (Ntrs M. Taufik)
92 209 NURKHAYAT | Margapadang SHM 114 Musrodah 14-03-2017 30.000.000,-
| 8/1
93 212 TIROKHA Wangan dawa | CN 21/Not/11l/2017 20-03-2017 27.000.000,-
18/4 (Ntrs M. Taufik)
94 213 SITI Wangan dawa | CN 22/Not/Il/2017 21-03-2017 27.000.000,-
DZUKIROH 4/1 (Ntrs M. Taufik)
95 227 NURLAELA Ketileng %2 SHM 219 18-04-2017 17.000.000,-
AnSuhendrawan
96 233 MIMBO Dampyak 1/5 CN  30/NOT/IV/2017 19-04-2017 20.000.000,-
PURNOMO (Ntrs M. Taufik)
97 234 NURHAYATI Mangun saren | CN 29/Not/IV/2017 19-04-2017 20.000.000,-
R 6/1 (Ntrs M. Taufik)
98 235 WARTONO Mej Timur 3/6 AH  209/Kramat/2016 19-04-2017 20.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
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99 236 NURHAYATI Munjung Y2 AJB 73/Krmt/2016 19-04-2017 20.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
100 237 ASIHM Marga padang | AJB  247/Tarub/2016 19-04-2017 50.000.000,-
SUMAR 142 (Ntrs M. Taufik)
101 241 URIPAH Bulak waru 3/1 | AH 27/Trb/2017 (Ntrs 02-05-2017 25.000.000,-
M. Taufik)
102 244 SAHRONI Ketileng¥z APHB  26/Krmt/2017 08-05-2017 25.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
103 247 SUMITAH Padaharja 1/1 APHB 28/KRMT/2017 17-05-2017 40.000.000,-

(Ntrs M. Taufik) dan fc
dan Surat Pernyataan
24/08/2017 bahwa
yang bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK

Kramat
104 248 FIET KA Munjung 4/1 AH  542/Kramat/2016 17-05-2017 45.000.000,-
SETIAWAN (PPATS Kramat) dan
fc dan Surat
Pernyataan

21/08/2017 bahwa
yang bersangkutan

tidak pernah
meminjam di  UPK
Kramat
105 238 KARYUDI Kertaharja 6/1 Fc AJB 21-04-2017 50.000.000,-
340/AJB/Kramat/VI11/20 (lunas)
02 An KARYUDI
106 206 UMAENI Kertaharja 6/1 - 06-03-2017 40.000.000,-
(lunas)
107 205 SARWO EDI Kertaharja 5/2 APDP 03-03-2017 40.000.000,-
162/APP/Kramat/V1/20
00
108 179 SUKYATI Kertaharja 7/1 - 27-01-2017 35.000.000,-
(lunas)
109 177 KUMI Kertaharja 5/2 APHB 27-01-2017 35.000.000,-
157/APP/Kramat/V1/20
00

c.Disita dari NURUL IZANAH, dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
Print-206/0.3.34/Fd.1/02/2019 tanggal 15 Februari 2019, telah dilakukan
penyitaan barang bukti berupa :
= Berita Acara MAD Pertanggung Jawaban UPK, Kamis, tanggal 05
Februari 2015;
= Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban UPK, Rabu,
tanggal 13 Januari 2016;
= Notulen Musyawarah Pertanggung Jawaban UPK, Rabu, tanggal
13 Januari 2016;
= Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahuna UPK Kramat,
Teal, Senin, 06 Maret 2017,
= Daftar Hadir Musyawarah Antar Desa (MAD), Senin, 13 Maret
2017,
= Daftar Hadir usyawarah Antar Desa (MAD) UPK Kec. Kramat, Kab.
Tegal, 13 Maret 2017,
= Keputusan Camat Kramat Kabupaten Tegal Nomor
414.1/260/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Penetapan Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Progra Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (MD) Kec. Kramat Kab. Tegal,
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= Keputusan Camat Kramat Nomor : 414.1/06/2014 tanggal 27
Maret 2014 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Propinsi Jawa
Tengah Camat Kramat;
= Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Kramat
Nomor : 003/BKAD/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan
Pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Dana
Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat-
Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah

d.Disita dari PARIKHA, S.lp Binti DAKLAN, dengan Surat Perintah

Penyitaan Nomor : Print-406/ O.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 13 Maret
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nhama Saprudin, tanggal
09 Desember 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Sri Sugiarti,
tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua
juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Subandriyo
tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Tasori tanggal 23
Nopember 2016 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Muhaemin
tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas
juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Tholib tanggal 21
Maret 2017 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
= Surat Pernyataan dari Nur Chikmah tanggal 19 Februari 2018;
= 1 (satu) bendel Data Peminjam Personal Loan Tahun 2016-2017
tanggal 14 Februari 2018;
= 1 (satu) bendel Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Kramat nomor : 002/BKAD/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang
Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah
Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat Kabuoaten

Tegal Propinsi Jawa Tengabh;
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= 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat (SPC) tahun 2008 s/d
2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 006/PNPM-MP/X1/2008 tanggal 10
Nopember 2008 perihal Permintaan Pencairan Dana Kegiatan
PNPM-MP;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 001/PNPM-MD/X1/2009 tanggal 28
Nopember 2009 perihal Permintaan Pencairan Dana BLM PNPM-
MD;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 002/PNPM-MD/X/2010 tanggal 05
Oktober 2010 perihal Permintaan Pencairan Dana Kegiatan PNPM-
MD;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.1/231/2013 tanggal 1 Agustus
2013 perihal Permintaan Pencairan Dana BLM Kegiatan PNPM MPd;
= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.1/073/2014 tanggal 7 April 2014
perihal Permintaan Pencairan BLM Kegiatan PNPM MP Tahun
Anggaran 2014;

= 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban UPK Kec. Kramat
Tahun Anggaran 2014 tanggal 5 Februari 2015;

= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti pada tanggal 31
Oktober 2017 sejumlah total Rp. 110.082.100 (Seratus sepuluh juta
delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang diterima oleh Nurul-
Parikha;

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 139 tanggal 31 Oktober 2017
yang diterima dari Umaeni . 206 sebesar Rp. 35.333.100 (tiga puluh
lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 141 dari Karyudi . 238
tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 44.999.600,- (empat puluh
empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus
rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 140 dari Sukyati-179 tanggal
31 Oktober 2017 sebesar Rp. 29.749.400,- (dua puluh sembilan juta
tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Slip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp. 110.082.100,- (seratus

sepuluh juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
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= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti tanggal 3 Oktober
2017 sejumlah Rp. 6.833.600,- (enam juta delapan ratus tiga puluh
tiga ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Parikha;

= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13 tanggal 3 Oktober 2017 sejumlah
Rp. 6.833.600 (enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam
ratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Slip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 4 Oktober 2017 sejumlah RP. 6.833.600,- (enam juta delapan
ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti tanggal 20
September 2017 sejumlah Rp. 17.609.000,- (tujuh belas juta enam
ratus Sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Parikha-Yuyun;

= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 80 titipan setoran tanggal 20
September 2017 sejumlah 14.854.800,- (empat belas juta delapan
ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 82 tanggal 20 September 2017
sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 81 terima dari Eka Yuli-214 tanggal
20 September 2017 sejumlah Rp. 1.354.200 (satu juta tiga ratus lima
puluh empat ribu dua ratus rupiah);

= 1 (satu) lembarSlip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 20 September 2017 sebesar Rp. 17.609.000,0 (tujuh belas
juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);

= 1 (satu) buah Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan Periode
Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016;

= 1 (satu) buah Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan Periode
Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;

= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Eka vyuli
sulistyowati dan SHM atas nama SUSETI HM 453, tanggal 20 Maret
2017 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

f. Disita dari SRI WULAN Binti DUKRI (Alm), dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-407/ 0O.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 23 Maret
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

= 1 (satu) bendel Akad Pembiayaan al-Mudarabah No.
5213/PT.MBS/11.2016 tanggal 5 Februari 2016 antara PT. Mitra
Berkarya Sejahtera dengan Susanto Maulana;

= 1 (satu) buah buku tabungan MBS PT. Mitra Berkarya Sejahtera di

Kertayasa Kramat atas nama Susanto Maulana;
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= 1 (satu) lembar slip setoran PT. Mitra Berkarya Sejahtera tanggal
05 Maret 2016 yang diterima dari Susanto Maulana sejumlah
Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar slip setoran PT. Mitra Berkarya Sejahtera tanggal
05 April 2016 yang diterima dari Susanto Maulana sejumlah
Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar kwitansi no. 03 tanggal 07 Mei 2016 yang diterima
dari Susanto Maulana sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lilma puluh
empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160011
dari Susanto Maulana tertanggal 06 Juni 2016 sejumlah Rp.
574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160021
dari Susanto Maulana tanggal 09 Juli 2016 sejumlah Rp. 574.000,-
(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160027
dari Susanto Maulana tanggal 05 Agustus 2016 sejumlah Rp.
574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi No.7 terima dari Bpk. Susanto M tanggal
27 September 2016 sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh
empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi terima dari Susanto M tanggal 17
Oktober 2016 sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh empat
ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi terima dari Mitra Berkarya Sejahtera
untuk membayar angsurang ke-9 tanggal 08 Nopember 2016
sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 8160044
dari Susanto Maulana tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp.
554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 09 Februari 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);
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= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh
ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 08 Mei 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh
ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Susanto Maulana tanggal 31 Juli
2017 untuk membayar angsuran kredit ke-17 sejumlah Rp. 560.000,-
(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

g. Disita dari NADIRIN Bin RIFAI, dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor
Print-408/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018, telah dilakukan
penyitaan barang bukti berupa :

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 6160020
tahun 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu
juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160045
tanggal 07 Januari 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah;

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160035
tanggal 09 September 2016 yang diterima dari Nadiri sejumlah Rp.
1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160040
tanggal 09 Oktober 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160041
tanggal 09 Nopember 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160047
tanggal 08 Desember 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran Kredit tanggal 07
April 2017 yang diterima dari Sairoh sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu

juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
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h. Disita dari SUHENDRAWAN, M.Pd, dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor : Print-408/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 17 Oktober 2018, telah
dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

= 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 00486
Desa / Bulakwaru, dengan nomor NIB : 11351510.00429 atas nhama
TASORI.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal yang 8
Juli 2020 Nomor 34/Banding/Pid.Sus/TPK/2020/PN Smg jo Nomor 25/Pid.Sus-
TPK/2020/PN Smg mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 15 Juli 2020
Nomor 34/Banding/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg jo Nomor 25/Pid.Sus-
TPK/2020/PN Smg, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan
banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 1 Juli 2020
tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
tertanggal 28 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
Pidana korupsi dan salinan

pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut
Umum tertanggal 7 Agustus 2020 , dari pihak Penuntut Umum sebagai
Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang,bahwa surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara
(inzage) masing-masing tertanggal 22 Juli 2020 Nomor
W12.U1/1417/Pid.Sus.01.01/07/2020 kepada Penuntut Umum dan Nomor
W12.U1/1425/Pid.01.01/VI11/2020,dan kepada Terdakwa diberi kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung setelah pemberitahuan tersebut;
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Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum
terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta
telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang,
oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat
diterima;.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori
Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan dan
kedudukan dari pelaku Tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai
kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan
tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangan itu, dengan kata lain ia
dengan kewenangannya berlindung dibawah kekuasaan hukum, yang
dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada
jabatan dan kedudukan;

- Bahwa menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau
kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi , yang dimaksud kesempatan

adalah peluang yang dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan
kontra memori banding sehingga tidak diketahui tanggapan keberatan nya atas
memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan seksama mempelajari
berkas perkara ini yang terdiri dari surat dakwaan , berita acara persidangan ,
bukti-bukti  surat-surat, saksi-saksi, tuntutan, turunan putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus-
TPK/2020/PN Smg , tanggal 1 Juli 2020 serta memori banding dari Penasehat
Hukum Terdakwa dan dihubungkan satu dengan yang lainnya , maka Majelis
hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Semarang tentang kesalahan Terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah yang
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ,yang diatas dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dan
ditambah dengan Undang —Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ke 1 KUHP;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Oleh
karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa terlalu berat jika dibandingkan dengan jumlah uang kerugian Negara
yang dinikmati oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu
juta rupiah);

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa penjatuhan
pidana terhadap terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah harus berpedoman
kepada: Tahap | ( Pasal 6): menentukan katagori kerugian keuangan Negara
dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menentukan katagori kerugian keuangan Negara
dibagi menjadi 5 ( lima) katagori berdasarkan nilai uang yang dinikmati oleh
Terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah adalah sebesar Rp.51.000.000,-
(lima puluh satu juta rupiah) termasuk katagori paling ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tahap Il untuk menentukan tingkat
kesalahan , dampak dan keuntungan terbagi kedalam 3(tiga) katagori yang
ditentukan berdasarkan aspek-aspek, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak
tinggi, aspek keuntungan tinggi, maka aspek kesalahan yang dilakukan oleh
Terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah tersebut termasuk aspek kesalahan
tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya
tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama sama dengan
saksi Siswanti, dimana terdakwa atas perintah saksi Siswanti, telah menjadikan
surat-surat bukti atas nama orang-orang lain yang dipalsukan untuk
mendapatkan kredit uang PN PM dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah termasuk
aspek dampak tinggi, karena dana PN PM yang dipinjamkan tersebut berasal
dari keuangan Negara , maka perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan
dampak atas kerugian dalam skala nasional,

Menimbang, bahwa aspek keuntungan Terdakwa tinggi , dimana
terdakwa dihukum selain pidana penjara dan denda juga dihukum untuk
mengembalikan kerugian keuangan Negara seluruhnya atau lebih dari 50 %
(lima puluh persen) dari uang kerugian yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar
Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di sesuaikan Perma Nomor 1 Tahun 2020 perbuatan

terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah tersebut, dalam hal nilai uang
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kerugian keuangan Negara paling ringan, aspek kesalahan tinggi, aspek
dampak tinggi, aspek keuntungan terdakwa Suhendrawan, MPD Bin Hamzah
tergolong rendah karena kurang dari 10% dari kerugian keuangan seluruhnya
dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa
Suhendrawan, MPD Bin Hamzah termasuk katagori kerugian keuangan Negara
yang diikuti adalah paling ringan, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak tinggi
aspek keuntungan rendah, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkesimpulan penjatuhan pidana penjara
dalam tingkat sedang yaitu 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa
penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding, maka berdasarkan
Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21,27, 193 ayat (2) KUHAP
terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada tingkat banding dan tidak
ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap
Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena
Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan, maka Terdakwa harus
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam

tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawabh ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan hukum

lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
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- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tertanggal 1 Juli
2020, sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
Suhendrawan, MPD Bin Hamzah, sehingga amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Bin HAMZAH
tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan
primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Bin HAMZAH
oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Bin HAMZAH
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA” sebagaiman yang terdapat dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan denda sebesar
Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2
( dua ) bulan;
5. Menghukum terdakwa SUHENDRAWAN, M,Pd Bin HAMZAH
untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh
satu juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana Penjara selama
2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam
tahanan;
8. Menetapkan barang bukti, berupa :
a. Disita dari DESSY ARIFIANTO, S.Sos., MT, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-1368/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal 05 Desember
2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
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= 1 (satu) bendel Surat Nomor : S.079/M-DPDTT/02/2017 tanggal
06 Pebruari 2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset Lain
Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016 ;

» 1 (satu) bendel Surat Nomor : 001/IX/2017 Tanggal 25 September
2017 perihal Permohonan Penyelesaian Masalah

b. Disita dari YUDHA KURNIAWAN, SH Bin SA'ALI, dengan Surat
Perintah Penyitaan Nomor : Print-1369/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal
05 Desember 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

= 1 (satu) bendel Surat Laporan Badan Pemeriksa (BP) Periode
Maret 2017 Nomor : 002/BP/V1/2017 tanggal 02 Juni 2017 ;

= 1 (satu) bendel Surat Laporan Badan Pemeriksa (BP) Periode
April 2017 Nomor : 001/BP/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 ;

= 1 (satu) bendel Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Kramat Nomor : 005/BKAD/IX/2017 tanggal 19 September 2017
tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Investigasi Dugaan Kredit
Fiktif dan Dokumen Palsu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana
Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ;

= 1 (satu) bendel Laporan Tim Verifikasi dan Investigasi Dugaan
Kredit Fiktif dan Dokumen Palsu pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan
Kramat Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tannggal 2 Oktober
2017 ;

= 1 (satu) bendel Daftar Nasabah Personal Loan Macet tanggal ...
Nopember 2017 yang dibuat oleh Ketua UPK Yuyun Yuliana, SE,
Bendahara UPK Parikha, S.IP, dan diketahui oleh BKAD dan BP UPK ;
= 1 (satu) Bendel Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun Buku 2015 ;

= 1 (satu) Bendel Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tahun Buku 2016 ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama RASTI tanggal 21-
09-2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DRAJAT tanggal
...109/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
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= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NURJANAH tanggal
...1.../12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMIYATI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CARNINGSIH
SUAMI WAKHIDIN tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak
pernah berurusan dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang
piutang yang terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas hama TARJONO tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TOATI tanggal .../
...[12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SITI RAHAYU
tanggal 20/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SRI UTAMI tanggal
...1...12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama FIET KA SETIAWAN
tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NUR HAYATI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;26 Oktober 2016

Perihal Permohonan Penerbitan Buku Tabungan ;
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= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMITAH tanggal
20/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahUPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SALAMAH tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAKHRONI tanggal
21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUKHYATI tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NOKHEMI TARYANA
tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabah UPK PNPM Kec. Kramat;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ENDAH SUNARTI
tanggal 21/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MARKONO tanggal
18/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama NIRWANA
KOMALASARI tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak
pernah berurusan dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang
piutang yang terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;
= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WANITA tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama TASRIP/JAMILAH
tanggal 22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan
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dengan UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang
terdapat dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SAODAH tanggal
22/09/2017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan
UPK PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat
dalam data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat ;

= 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SUMITAH tanggal .../
.../12017 yang menyatakan bahwa tidak pernah berurusan dengan UPK
PNPM Kec. Kramat, tidak terkait utang piutang yang terdapat dalam
data nasabahh UPK PNPM Kec. Kramat.

c. Disita dari YUYUN YULIANA, SE Binti SUTRISNO, dengan Surat
Perintah Penyitaan Nomor : Print-1388/ 0.3.43/Fd.1/12/ 2017 Tanggal
22 Desember 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

aplikasi kredit personal loan / pinjaman perseorangan

No No Nama Alamat Terdiri dari TgI_R_eaIisasi Alokasi Pinjaman
Reg Pinjaman (Rp)
1 14 ROPIAH Plumbungan SHM 00526  An 12-02-2016 12.000.000,-
RT 5/1 ROPIAH
2 15 RRWOROH | M. Barat RT | HBG 2820/2661 15-02-2016 15.000.000,-
3/16
3 17 SUKESIH Jati bogor RT | SHM No 1156 An 18-02-2016 16.000.000,-
3/1 Supardi
4 21 SITI Munjung CN 661/NOT/I/2016 | 24-02-2016 20.000.000,-
RAHAYU agung RT 4/1 (NtrsKojali) dan BPKB
No. 1-00959147,
No.Pol.  G-3061-FJ,
Merk Jialing, Type JH
200, SPM RodaTiga
5 34 WAKHIDIN Bangungalih CN  973/Not/X/2016 10-03-2016 15.000.000,-
RT 7/2 (Ntrs Kojali)
6 38 DARYATI Mangunsaren AJB Yasan C 14-03-2016 15.000.000,-
RT5/1 105.P.13/D.II
7 42 NUR Munjungagung | APHB 599/2015 | 30-03-2016 20.000.000,-
DALIMAH RT 4/3 (PPATS Tarub) (An
Khutaepah)
8 46 CAYONO Kertayasa RT | Fc SHM 588 An Taswi 11-04-2016 15.000.000,-
2/3
9 52 SARJITO Debong RT 1/1 | CN  799/Not/V1/2016 14-04-2016 16.000.000,-
(Ntrs Kojali)
10 56 ENDAH Maribaya RT | AJB 232/Kramat/2016 | 26-04-2016 17.000.000,-
SUNARTI 5/3 (PPATS)
11 58 ROKHYATI Bumiharja RT | AH  245/Tarub/2016 26-04-2016 16.000.000,-
71 (PPATS Tarub)
12 62 ROSUL Kaliksoka RT | CN 11/Not/1/2017 12-05-2016 50.000.000,-
HUDA 2/6 (Ntrs M. Taufik)
13 64 DARMOYO Pekauman RT | AJB 432/JBW/X1/2013 | 20-05-2016 30.000.000,-
2/1
14 66 YULL S M. Barat RT | CN 12/Not/I/2017 20-05-2016 50.000.000,-
4/3 (Ntrs M. Taufik)
15 67 NIRWANA M. Timur RT | AH 950/Kramat/2016 | 20-05-2016 26.000.000,-
2/2 (PPATS Kramat)
16 68 RINI Bongkok  RT | AH 923/Kramat/2016 | 20-05-2016 26.000.000,-
SUPRAPTI 1/3 (PPATS Kramat)
17 70 SUKIRMAN Bumiharja RT | AJB 517/Tarub/2016 26-05-2016 26.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
18 74 TASRIPIN Kademangan AJB 06-06-2016 15.000.000,-
RT 4/1 125/Dukuhturi/2016
(PPATS Kramat)
19 78 MUBAEDAH | Mangunsaren AH  530/Tarub/2016 13-06-2016 13.000.000,-
RT 6/1 (PPATS Tarub)
20 79 FERISTIANI | Mindaka RT | AJB 787/Tarub/2016 17-06-2016 15.000.000,-
2/2 (PPATS Tarub)
21 80 KOMARIYAH | Kalijambe RT | CN 896/Not/VIIl/2016 | 21-06-2016 17.000.000,-
2/2 (Ntrs Kojali)
22 81 TUTI Munjung SHM No 1451 an 21-06-2016 50.000.000,-
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NINGSIH agung RT %2 WAINAH
23 82 SITIAMINAH | Munjung SHM 155 An Yasin 29-06-2016 50.000.000,-
agung RT 2/2
24 83 KUSWATI Munjung CN 896/Not/VI1I1/2016 12-07-2016 15.000.000,-
agung RT 15/2 | (Ntrs Kojali)
25 84 MAHROJAH | Jatilawang RT | AH 361/Kramat/2016 13-07-2016 16.000.000,-
2/2 (PPATS Kramat)
26 85 LUTFIYANA Kademangan AJB 412/Dukuh 14-07-2016 18.000.000,-
H RT 3/1 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
27 86 SRI Bandasari RT | AJB 213/Dukuh 19-07-2016 15.000.000,-
HERWATI 12/2 turi/2016 (PPATS
Dkhturi)
28 87 ALI KASMUI | Mangun saren | Fc  AH  331/2016 19-07-2016 15.000.000,-
RT 6/1 (PPATS Tarub)
29 91 SRI UTAMI Munjung AH 672/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
agung RT 4/2 (PPATS Kramat)
30 92 DIANA Munjung AJB 671/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
agung RT 4/4 (PPATS Kramat)
31 93 RATNA Dampyak RT | AJB 669/Kramat/2016 28-07-2016 17.000.000,-
LESTARI 2/6 (PPATS Kramat)
32 94 NINING Bulakwaru 7/1 AH  433/Tarub/2016 28-07-2016 17.000.000,-
HARTINI (PPATS Tarub)
33 95 IDAROYANI | Kaljambe RT | AJB 325/Tarub/2016 11-08-2016 15.000.000,-
32 (PPATS Tarub)
34 96 JAETUN M. Timur RT | AJB 221/Kramat/2016 15-08-2016 15.000.000,-
5/6 (PPATS Kramat)
35 97 ELIYANA Bumi harja RT | AJB 337/Tarub/2016 18-08-2016 15.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
36 98 DEWI MAYA | Klaijambe RT | AJB 333/Tarub/2016 22-08-2016 20.000.000,-
3/1 (PPATS Tarub)
37 99 PUJI M. Barat RT | AJB 22-08-2016 20.000.000,-
WULANDAR | 3/5 301/KRAMAT/2016
| (PPATS Kramat)
38 100 WARSITI Bumi harja RT | AJB 342/Tarub/2016 29-08-2016 20.000.000,-
5/2 (PPATS Tarub)
39 101 TARJONO Siti Roisah RT | AJB 543/Kramat/2016 29-08-2016 18.000.000,-
3/5 (PPATS Kramat) dan

Surat Pernyataany bs
tgl 22 Agustus 2017
tidak pernah pinjam di

UPK Kramat
40 102 RIRI UTARI Kesadikahan AJB  341/Tarub/2016 29-08-2016 20.000.000,-
RT5/1 (PPATS Tarub)
41 103 RASTI Kramat RT 6/2 | AJB 473/Kramat/2016 29-08-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
42 105 MUNAWAR Kalijambe RT | AJB 391/Tarub/2016 13-09-2016 15.000.000,-
OH 6/1 (PPATS Tarub)
43 106 RISYANTO Dampyak RT | Fc AJB 13-09-2016 15.000.000,-
Ya 548/Kramat/2016
(PPATS Kramat)
44 108 TOATI Munjung AJB 680/Kramat/2016 16-06-2016 15.000.000,-
agung RT %2 (PPATS Kramat)
45 109 NOK DEMI Bongkok 4/1 AJB 391/Kramat/2016 20-09-2016 15.000.000,-
(PPATS Kramat)
46 110 SALAMAH Jatilawang 3/5 AH 386/Kramat/2016 20-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
47 111 SAODAH Mej Timur 5/3 AJB 603/Kramat/2016 20-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
48 114 TASRIP Mej Timur 5/3 AJB 604/Kramat/2016 27-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
49 115 SUTRI Damyak 2/6 AJB 552/Kramat/2016 27-09-2016 17.000.000,-
(PPATS Kramat)
50 116 NOVITA Mej Timur 6/2 AH 607/Kramat/2016 27-09-2016 16.000.000,-
SARI (PPATS Kramat)
51 117 KUSNAENI Dampyak 1/1 AJB 551/Kramat/2016 27-09-2016 15.500.000,-
(PPATS Kramat)
52 118 MURITNO Mangunsaran AJB  401/Tarub/2016 07-10-2016 18.000.000,-
6/1 (PPATS Tarub)
53 119 SIGIT Mindaka %4 AJB  407/Tarub/2016 07-10-2016 17.000.000,-
BUDIONO (PPATS Tarub)
54 121 SITI Gembongdadi AJB  78/SRDD/2016 14-10-2016 16.500.000,-
AFIFATUL M 10/4 (Ntrs M. Taufik)
55 122 S. KAMILA Cangkring 6/2 AJB 81/TIg/2016 (Ntrs 14-10-2016 19.000.000,-
W M. Taufik)
56 123 NURAENI Dukuhwaru AJB  90/Dkhwr/2016 18-10-2016 15.000.000,-
5/10 (Ntrs M. Taufik)
57 124 SITI AZIZAH Pacul 2/3 AJB 92/Tlg/2016 (Ntrs 21-10-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
58 125 WARIAH Jatibogor %2 AJB  91/SRDD/2016 21-10-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
59 127 SULTONI Bulakwaru 3/1 CN  55/NOT/X1/2016 27-10-2016 10.000.000.-

(Ntrs M. Taufik)
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60 128 MATIS NIAT | Pesayangan AJB 86/Tlg/2016 (Ntrs 28-10-2017 15.000.000,-
17/4 M. Taufik)
61 129 SURIPTO Kertayasa 7/4 AJB 87/TLG/2016 28-10-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
62 130 DRAJAT Kertayasa 7/1 AJB 85/Tlg/2016 (Ntrs 28-10-2017 15.000.000,-
M. Taufik)
63 133 KOMARIYAH | Pegirikan 7/4 AJB 89/TIg/2016 (Ntrs 09-11-2017 19.000.000,-
M. Taufik)
64 134 RATININGSI Mindaka 1/1 AJB 99/TRB/2016 11-11-2016 17.000.000,-
H (Ntrs M. Taufik)
65 139 TITI Wangandawa AH 57/Tlg/2016 (Ntrs 22-11-2016 15.000.000,-
RAHARTI 1/1 M. Taufik)
66 140 M. ILYAS Kesadikan AH 63/Trb/2016 (Ntrs | 23-11-2016 15.000.000,-
18/2 M. Taufik)
67 141 MASTURAH Jati bogor 2/2 AH 35/SRDD/2016 23-11-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
68 144 KASTURI Wangandawa AH 58/Tlg/2016 (Ntrs 28-11-2016 15.000.000,-
11/3 M. Taufik)
69 145 WANITA Mej Timur 8/1 AH 69/Tlg/2016 (Ntrs | 28-11-2016 15.000.000,-
M. Taufik)
70 146 NUR Mindaka 2/2 AH 64/Trb/2016 (Ntrs 28-11-2016 15.000.000,-
ASIYAH M/ Taufik)
71 152 IKA PRA MindakaYz AJB 103/Trb/2016 15-12-2016 15.000.000,-
UTAMI (Ntrs M. Taufik)
72 153 RUDIN Mindaka 4/1 AH 70/Krmt/2016 16-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
73 155 TASRIPIN Gembong dadi | CN 09/Not/1/2017 21-12-2016 12.000.000,-
RT 6/3 (Ntrs M. Taufik)
74 156 SUGIYARTO | Dampyak 3/3 AH  71/KRMT/2016 23-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
75 157 KARIMA Sidoharjo 12/6 | AH  47/SRDD/2016 23-12-2016 15.000.000,-
TUNISA (Ntrs M. Taufik)
76 158 ALFIYAH Sidoharjo 2/4 AH 73/KRMT/2016 26-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
77 159 SOLICHA Kaligayam AH 60/Tlg/2016 (Ntrs | 26-12-2016 15.000.000,-
21/6 M. Taufik)
78 160 SUSANTI Wangandawa AH 62/TIg/2016 (Ntrs | 26-12-2016 15.000.000,-
3/1 M. Taufik)
79 161 NURHIKMA Wangan dawa | AH 61/TIg/2016 (Ntrs 27-12-2016 15.000.000,-
H 10/3 M. Taufik)
80 162 NANA Kalimati 5/1 AJB  54/Adwrn/2016 27-12-2016 15.000.000,-
SYARIFATUL (Ntrs M. Taufik)
81 163 SADIYAH Jatibogor 3/9 AJB  92/SRDD/2016 27-12-2016 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
82 173 LIZHAADI P Pacul 3/8 AH 37/Tlg/2016 (Ntrs 25-01-2017 15.000.000,-
M. Taufik)
83 174 M KAMBALI Dermas andi | AH 17/PNGKH/2016 25-01-2017 15.000.000,-
3/1 (Ntrs M. Taufik)
84 182 SOFIATI Panggung 5/4 AJB 51/TGL/2017 02-02-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
85 183 SUSIYANTI Wangan dawa | AH 39/TLG/2016 02-02-2017 15.000.000,-
8/2 (Ntrs M. Taufik)
86 193 NURAENAH | Jatibogor AH  04/SRDD/2017 17-02-2017 15.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
87 194 ARI Penusupan AH 02/PGKH/2017 17-02-2017 15.000.000,-
BUDIMAN (Ntrs M. Taufik)
88 198 SITI Munjung SHM 608 An Basirun 22-02-2017 30.000.000,-
WAISAH agung
89 201 JUMADI Munjung 4/4 SHM 01792 Sairoh | 27-02-2017 20.000.000,-
dan Surat
Pernyataan
19/09/2017  bahwa
yang bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat (Sdh 2 Tahun
di Malaysia)
90 202 SRIWULAN | Kaladawa 2/1 APBH 360/2009 | 27-02-2017 20.000.000,-
Karyono
91 207 LENI Gembong dadi | CN  23/Not/Ill/2017 | 10-03-2017 35.000.000,-
ISTIQOMAH | 9/2 (Ntrs M. Taufik)
92 209 NURKHAYA | Margapadang | SHM 114 Musrodah 14-03-2017 30.000.000,-
Tl 8/1
93 212 TIROKHA Wangan dawa | CN  21/Not/lll/2017 | 20-03-2017 27.000.000,-
18/4 (Ntrs M. Taufik)
94 213 SITI Wangan CN 21-03-2017 27.000.000,-
DZUKIROH | dawa 4/1 22/Not/lll/2
017  (Ntrs
M. Taufik)
95 227 NURLAELA Ketileng Y2 SHM 219 18-04-2017 17.000.000,-
AnSuhendrawan
96 233 MIMBO Dampyak 1/5 CN 30/NOT/IV/2017 | 19-04-2017 20.000.000,-
PURNOMO (Ntrs M. Taufik)
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97 234 NURHAYATI | Mangun saren | CN  29/Not/IV/2017 | 19-04-2017 20.000.000,-
R 6/1 (Ntrs M. Taufik)
98 235 WARTONO Mej Timur 3/6 AH 209/Kramat/2016 | 19-04-2017 20.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
99 236 NURHAYATI | Munjung Y2 AJB  73/Krmt/2016 | 19-04-2017 20.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
100 237 ASIHM Marga padang | AJB 247/Tarub/2016 | 19-04-2017 50.000.000,-
SUMAR 14/2 (Ntrs M. Taufik)
101 241 URIPAH Bulak waru 3/1 | AH 27/Trb/2017 (Ntrs 02-05-2017 25.000.000,-
M. Taufik)
102 244 SAHRONI Ketileng¥z APHB 26/Krmt/2017 | 08-05-2017 25.000.000,-
(Ntrs M. Taufik)
103 247 SUMITAH Padaharja 1/1 | APHB 17-05-2017 40.000.000,-

28/KRMT/2017 (Ntrs
M. Taufik) dan fc dan
Surat Pernyataan
24/08/2017 bahwa
yang bersangkutan
tidak pernah
meminjam di UPK

Kramat
104 248 FIET KA Munjung 4/1 AH 542/Kramat/2016 | 17-05-2017 45.000.000,-
SETIAWAN (PPATS Kramat) dan
fc dan Surat
Pernyataan

21/08/2017  bahwa
yang bersangkutan

tidak pernah
meminjam di UPK
Kramat
105 238 KARYUDI Kertaharja 6/1 Fc AJB 21-04-2017 50.000.000,-
340/AJB/Kramat/VIl/ (lunas)
2002 An KARYUDI
106 206 UMAENI Kertaharja 6/1 - 06-03-2017 40.000.000,-
(lunas)
107 205 SARWO Kertaharja APDP 03-03-2017 40.000.000,-
EDI 5/2 162/APP/Kr
amat/VI/200
0
108 179 SUKYATI Kertaharja 7/1 - 27-01-2017 35.000.000,-
(lunas)
109 177 KUMI Kertaharja 5/2 APHB 27-01-2017 35.000.000,-
157/APP/Kramat/V1/2
000

d. Disita dari NURUL IZANAH, dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor : Print-206/0.3.34/Fd.1/02/2019 tanggal 15 Februari 2019, telah
dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= Berita Acara MAD Pertanggung Jawaban UPK, Kamis, tanggal 05
Februari 2015;
= Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban UPK, Rabu,
tanggal 13 Januari 2016;
= Notulen Musyawarah Pertanggung Jawaban UPK, Rabu, tanggal
13 Januari 2016;
= Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahuna UPK Kramat,
Teal, Senin, 06 Maret 2017;
= Daftar Hadir Musyawarah Antar Desa (MAD), Senin, 13 Maret
2017;
= Daftar Hadir usyawarah Antar Desa (MAD) UPK Kec. Kramat, Kab.
Tegal, 13 Maret 2017,
= Keputusan Camat Kramat Kabupaten Tegal Nomor
414.1/260/2008 tanggal 3 Juli 2008 tentang Penetapan Unit
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Pengelola Kegiatan (UPK) Progra Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (MD) Kec. Kramat Kab. Tegal,
= Keputusan Camat Kramat Nomor : 414.1/06/2014 tanggal 27
Maret 2014 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Propinsi Jawa
Tengah Camat Kramat;
= Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Kramat
Nomor : 003/BKAD/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan
Pengurus Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK) Dana
Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat-
Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah
e. Disita dari PARIKHA, S.Ip Binti DAKLAN, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-406/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 13 Maret
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Saprudin, tanggal
09 Desember 2016 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Sri Sugiarti,
tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua
juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Subandriyo
tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Tasori tanggal 23
Nopember 2016 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Muhaemin
tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas
juta rupiah);
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Tholib tanggal 21
Maret 2017 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
= Surat Pernyataan dari Nur Chikmah tanggal 19 Februari 2018;
= 1 (satu) bendel Data Peminjam Personal Loan Tahun 2016-2017
tanggal 14 Februari 2018;
= 1 (satu) bendel Keputusan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
Kramat nomor : 002/BKAD/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang
Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah
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Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Kramat Kabuoaten
Tegal Propinsi Jawa Tengabh;

= 1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat (SPC) tahun 2008 s/d
2014 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) Kecamatan Kramat
Kabupaten Tegal;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 006/PNPM-MP/X1/2008 tanggal 10
Nopember 2008 perihal Permintaan Pencairan Dana Kegiatan
PNPM-MP;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 001/PNPM-MD/X1/2009 tanggal 28
Nopember 2009 perihal Permintaan Pencairan Dana BLM PNPM-
MD;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 002/PNPM-MD/X/2010 tanggal 05
Oktober 2010 perihal Permintaan Pencairan Dana Kegiatan PNPM-
MD;

= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.1/231/2013 tanggal 1 Agustus
2013 perihal Permintaan Pencairan Dana BLM Kegiatan PNPM MPd;
= 1 (satu) bendel Surat Nomor : 414.1/073/2014 tanggal 7 April 2014
perihal Permintaan Pencairan BLM Kegiatan PNPM MP Tahun
Anggaran 2014,

= 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban UPK Kec. Kramat
Tahun Anggaran 2014 tanggal 5 Februari 2015;

= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti pada tanggal 31
Oktober 2017 sejumlah total Rp. 110.082.100 (Seratus sepuluh juta
delapan puluh dua ribu seratus rupiah) yang diterima oleh Nurul-
Parikha;

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 139 tanggal 31 Oktober 2017
yang diterima dari Umaeni . 206 sebesar Rp. 35.333.100 (tiga puluh
lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 141 dari Karyudi . 238
tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 44.999.600,- (empat puluh
empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus
rupiah);

= 1 (satu) lembar Kwitansi setoran No. 140 dari Sukyati-179 tanggal
31 Oktober 2017 sebesar Rp. 29.749.400,- (dua puluh sembilan juta

tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
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= 1 (satu) lembar Slip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah Rp. 110.082.100,- (seratus
sepuluh juta delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti tanggal 3 Oktober
2017 sejumlah Rp. 6.833.600,- (enam juta delapan ratus tiga puluh
tiga ribu enam ratus rupiah) yang diterima oleh Parikha;
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13 tanggal 3 Oktober 2017 sejumlah
Rp. 6.833.600 (enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam
ratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Slip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 4 Oktober 2017 sejumlah RP. 6.833.600,- (enam juta delapan
ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Berita Acara Setoran Siswianti tanggal 20
September 2017 sejumlah Rp. 17.609.000,- (tujuh belas juta enam
ratus Sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Parikha-Yuyun;
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 80 titipan setoran tanggal 20
September 2017 sejumlah 14.854.800,- (empat belas juta delapan
ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 82 tanggal 20 September 2017
sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi No. 81 terima dari Eka Yuli-214 tanggal
20 September 2017 sejumlah Rp. 1.354.200 (satu juta tiga ratus lima
puluh empat ribu dua ratus rupiah);
= 1 (satu) lembarSlip Setoran BPR BKK Kab. Tegal Cabang Kramat
tanggal 20 September 2017 sebesar Rp. 17.609.000,0 (tujuh belas
juta enam ratus Sembilan ribu rupiah);
= 1 (satu) buah Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan Periode
Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016;
= 1 (satu) buah Buku Kas SPP PNPM Mandiri Perdesaan Periode
Bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017;
= 1 (satu) bendel berkas aplikasi kredit atas nama Eka yuli
sulistyowati dan SHM atas nama SUSETI HM 453, tanggal 20 Maret
2017 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
f.  Disita dari SRI WULAN Binti DUKRI (Alm), dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-407/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 23 Maret
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
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= 1 (satu) bendel Akad Pembiayaan al-Mudarabah No.
5213/PT.MBS/11.2016 tanggal 5 Februari 2016 antara PT. Mitra
Berkarya Sejahtera dengan Susanto Maulana;

= 1 (satu) buah buku tabungan MBS PT. Mitra Berkarya Sejahtera di
Kertayasa Kramat atas nama Susanto Maulana;

= 1 (satu) lembar slip setoran PT. Mitra Berkarya Sejahtera tanggal
05 Maret 2016 yang diterima dari Susanto Maulana sejumlah
Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (satu) lembar slip setoran PT. Mitra Berkarya Sejahtera tanggal
05 April 2016 yang diterima dari Susanto Maulana sejumlah
Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar kwitansi no. 03 tanggal 07 Mei 2016 yang diterima
dari Susanto Maulana sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lilma puluh
empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160011
dari Susanto Maulana tertanggal 06 Juni 2016 sejumlah Rp.
574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160021
dari Susanto Maulana tanggal 09 Juli 2016 sejumlah Rp. 574.000,-
(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 6160027
dari Susanto Maulana tanggal 05 Agustus 2016 sejumlah Rp.
574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi No.7 terima dari Bpk. Susanto M tanggal
27 September 2016 sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh
empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi terima dari Susanto M tanggal 17
Oktober 2016 sejumlah Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh empat
ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi terima dari Mitra Berkarya Sejahtera
untuk membayar angsurang ke-9 tanggal 08 Nopember 2016
sejumlah  Rp. 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS no. 8160044
dari Susanto Maulana tanggal 08 Desember 2016 sejumlah Rp.
554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 25 Januari 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);
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= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 09 Februari 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);
= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam
puluh ribu rupiah);
= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh
ribu rupiah);
= 1 (Satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit dari Susanto Maulana
tanggal 08 Mei 2017 sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh
ribu rupiah);
" 1 (Satu) lembar Kwitansi dari Susanto Maulana tanggal 31 Juli
2017 untuk membayar angsuran kredit ke-17 sejumlah Rp. 560.000,-
(lima ratus enam puluh ribu rupiah);
g. Disita dari NADIRIN Bin RIFAI, dengan Surat Perintah Penyitaan
Nomor : Print-408/ O.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 26 Maret 2018, telah
dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 6160020
tahun 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu
juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160045
tanggal 07 Januari 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah;
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160035
tanggal 09 September 2016 yang diterima dari Nadiri sejumlah Rp.
1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160040
tanggal 09 Oktober 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160041
tanggal 09 Nopember 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah
Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran MBS No. 8160047
tanggal 08 Desember 2016 yang diterima dari Sairoh sejumlah

Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
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= 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran Kredit tanggal 07
April 2017 yang diterima dari Sairoh sejumlah Rp. 1.130.000,- (satu
juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
a. Disita dari SUHENDRAWAN, M.Pd, dengan Surat Perintah
Penyitaan Nomor : Print-408/ 0.3.43/Fd.1/03/ 2018 Tanggal 17 Oktober
2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
= 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik sebidang tanah Nomor : 00486
Desa / Bulakwaru, dengan nomor NIB : 11351510.00429 atas nhama
TASORI.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu Rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami Dr. Ridwan Mansyur,
S.H.,M.H. Wakil Ketua pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua , Budi Setiyono,S.H.M.H.
dan H. Uding Sumardiana.,S.H.M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 September
2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta
dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat HukumTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
Ttd. Ttd.

Budi Setiyono,S.H.M.H Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,M.H
Ttd

H. Uding Sumardiana.,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.
Rusbesari Kusdiani P., S.H., MH
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